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ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang terjadi di Desa Karangrowo
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus terkait praktik akad nikah orang Islam
berdasarkan adat Samin di daerah tersebut. Dari sini muncullah rumusan masalah
sebagaimana berikut : 1) Bagaimana praktik akad nikah orang Islam berdasarkan
adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus? 2)
Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad nikah orang Islam
berdasarkan adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten
Kudus?.

Data penelitian dihimpun melalui wawancara, selanjutnya dianalisis dengan
teknik deskriptif, dengan pola pikir deduktif. Kemudian data hasil penelitian
dianalisis menggunakan hukum Islam berupa pendapat ulama Hanafiyah dan
ulama Syafi’iyah terkait praktik akad nikah.

Di dalam skripsi ini memuat dua hasil penelitian. Pertama, Praktik akad nikah
orang Islam berdasarkan adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus dilaksanakan melalui empat tahap, yaitu : a) tahap “nyumuk”
merupakan proses pengenalan dan memastikan calon mempelai perempuan masih
dalam keadaan single (belum punya pasangan); b) tahap “mbalesi gunem” yaitu
proses jawaban atas “nyumuk” dari pihak mempelai perempuan sekaligus
menyerahkan anak perempuan untuk membentuk rumah tangga atau yang
diartikan sebagai ijab; c) tahap “ngendek” merupakan pernyataan setuju atau
ridha dari pihak mempelai laki-laki dengan maksud sudah dilangsungkannya
akad, atau diartikan sebagai kabul; d) tahap “paseksen” diartikan sebagai
persaksian, yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dihadapan mertua, tokoh adat
dan masyarakat dengan maksud menyampaikan pernyataan bahwa telah memiliki
seorang perempuan sebagai istri. Adapun dalam praktik akad nikah orang Islam
berdasarkan adat Samin tersebut tidak mengikutsertakan KUA (Kantor Urusan
Agama) dalam hal pencatatan pernikahannya. Kedua, praktik akad nikah orang
Islam berdasarkan adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus tidak sesuai dengan syarat akad nikah dalam hukum Islam,
yaitu : a) ijab dan kabul tidak sah, karena tidak dalam satu majelis atau terdapat
jeda waktu; b) pelaksanaan kabul tidak sah, karena diwakilkan oleh orang tua
(wali) yang tidak beragama Islam.

Berdasarkan uraian diatas diharapkan orang Islam di Desa Karangrowo
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yang melangsungkan akad nikah lebih
memperhatikan aturan syara’ sesuai dengan hukum Islam dan diharapkan kepada
para pihak yang berwenang supaya memperhatikan dengan benar praktik
pelaksanaan akad nikah di masyarakat, supaya dapat terkontrol dan sesuai
prosedur yang berlaku, serta tidak bertentangan dengan hukum syara’.
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang eksistensinya diakui karena
keberadaannya dalam berinteraksi atau komunikasi. Para filosof, khususnya
Aristoteles (384-322 SM) seorang ahli fikir yunani kuno menyatakan dalam
ajaranya bahwa manusia adalah zoon politicon, artinya manusia merupakan
makhluk yang mempunyai keinginan untuk berkumpul dan bergaul dengan
manusia lainya (makhluk bermasyarakat).'

Sebagai makhluk bermasyarakat, manusia tidak akan bisa hidup tanpa ada
hukum yang mengatur pergaulan hidup mereka. Seperti dikatakan oleh
Celsius, seorang filosof Romawi 20 abad silam menegaskan “Ubi Societas 1bi
Ius” maksudnya, dimana ada masyarakat disitulah ada hukum.” Jadi hukum
adalah masyarakat itu sendiri dilihat dari sudut pandang tertentu, yakni
sebagai pergaulan hidup yang teratur.’ Selain itu, manusia juga merupakan
makhluk berbudaya (homo humanus) artinya, manusia itu ciptaan Tuhan Yang
Maha Esa yang paling sempurna karena sejak lahir sudah dibekali unsur akal
(ratio), dan rasa (sense) yang membedakanya dengan makhluk lainya.*

Dari beberapa unsur di atas, manusia memiliki kecerdasan untuk

menentukan pola hidup masing-masing. Terutama dalam jenjang

! Kansil, Pengantar llmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 29

2 Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2005), 1

¥ Van Apeldoorn, Pengantar llmu Hukum; Inleiding tot de studie van het Nederlandse recht
(Jakarta: PT. Pertja, 2001), 6

* Lies Sudibyo, et, al. Ilmu Sosial Budaya Dasar (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2013), 6



berkelanjutan yakni melaksanakan perkawinan. Perkawinan merupakan estafet
kehidupan bergenerasi dan mengokohkan sebuah ikatan demi terwujudnya
keluarga. Perkawinan tidak bisa dipandang remeh bahkan di kehidupan
masyarakat perkawinan termasuk suatu yang sensitif akan terjadinya suatu
permasalahan. Oleh sebab itu, dibutuhkan kesiapan mental, jasmani, dan
rohani untuk dapat mempertahankan ikatan perkawinan tersebut.

Pada dasarnya, manusia mendambakan terciptanya generasi sebagai
penerus kekerabatan yang tercipta melalui perkawinan.” Kawin dalam Kamus
Umum Bahasa Indonesia diartikan dengan (1) perjodohan laki-laki dan
perempuan menjadi suami-istri; nikah (2) berarti telah beristri atau
bersetubuh.

Perkawinan dalam literatur fikih disebut dengan dua kata, yaitu nikah
(£\%) dan zawaj (£)33). Secara harfiah, nikah berarti al-wat’ ($53V), al-dammu
(Aall), dan al-jam’ (&), Al-wat’ artinya menjimak, menggauli dan
bersenggama. A/-dammu artinya merangkul, menggenggam, dan memeluk.
Al-jam’ mengumpulkan, menyatukan, dan menghimpun. Sedangkan zawa;
secara harfiah artinya mencampuri, mempergauli, memperistri.” disyariatkan

dengan dalil Alquran sebagai berikut:

> Moh Rosyid, “Nihilisasi Peran Negara; Potret Perkawinan Samin Nirkonflik”, Jurnal
Pendidikan dan Kebudayaan, Vol. 16, Nomor 5 (September, 2010), 573.

® Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam.., 42
" Ibid., 43-44
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Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin
Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha
luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. An-Nur: 32).%

Sedangkan di dalam hadith, Nabi bersabda:

-
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Telah menceritakan kepada kami 'Abdan dari Abu Hamzah dari Al-
A’masy dari Ibrahim dari 'Alqamah berkata; Ketika aku sedang berjalan
bersama 'Abdullah radliallahu 'anhu, dia berkata: Kami pernah bersama
Nabi shallallahu 'alaihi wasallam yang ketika itu Beliau bersabda:
"Barangsiapa yang sudah mampu (menafkahi keluarga), hendaklah dia
kawin (menikah) karena menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan
dan lebih bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang tidak sanggup
(manikah) maka hendaklah dia berpuasa karena puasa itu akan menjadi
benteng baginya" (HR. Bukhori 1772).”

Dari ayat Alquran dan hadith di atas, pernikahan sangat dianjurkan
sebagai sesuatu yang disyariatkan dan menghindari kemadharatan.
Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

¥ Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quran Al-Fattah (Depok: Yakfi, 2015), 254
% Aplikasi, Lidwa Pusaka i-Software; Hadith 9 Imam



tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.'’

Sedangkan dalam pernikahan sendiri terdapat akad yang menjadi syarat dan
rukun pernikahan. Seperti tersebut dalam Kompilasi Hukum Islam: 1) Calon
suami; 2) Calon istri; 3) Wali nikah; 4) Dua orang saksi; 5) Ijab dan kabul."'

Salah satu syarat dan rukun sebuah pernikahan adalah adanya akad nikah
yang meliputi ijab dan kabul. Akad nikah merupakan perjanjian yang
berlangsung antara dua insan yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk
ijab dan kabul. Pernyataan pertama sebagai menunjukkan kemauan untuk
membentuk hubungan suami istri disebut ijab, sedangkan pernyataan kedua
yang dinyatakan oleh pihak yang mengadakan akad untuk menyatakan rasa
ridha dan setuju disebut kabul.

Sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab fikih bahwa akad nikah bukanlah
sekedar perjanjian yang bersifat keperdataan, akan tetapi dinyatakan sebagai
perjanjian yang kuat. Alquran mengungkapkan kalimat Lh;\-‘ﬁ@uy yang berarti
perjanjian yang kokoh yakni tidak hanya disaksikan oleh dua orang tetapi juga
disaksikan oleh Allah Swt.'* Untuk menjadi akad yang memiliki akibat hukum
pada suami istri, maka haruslah memenuhi syarat akad nikah meliputi sighat
atau redaksi ijab dan kabul, satu majelis, persesuaian dan ketepatan ijab kabul,
dan mutlak.

Samin merupakan sebutan kata dari asal nama tokoh Samin Surosentiko.

Kata Samin oleh masyarakat umum mengalami pergeseran menjadi “nyamin’,

19pasal 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974
1 pasal 14 Kompilasi Hukum Islam

12 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenadamedia Group,
2014), 61-62



sebuah istilah yang diidentikkan dengan perbuatan yang dianggap aneh dan
menyalahi tradisi-kebiasaan. Sedangkan dalam lingkup sosial, kata “Samin”
memiliki pengertian “sama” yakni manusia adalah lahir dari satu keturunan
yang sama (keturunan adam) dan hidup bersama-sama dalam kekerabatan,
kekeluargaan serta bermasyarakat. Meninjau dari istilah tersebut di atas,
Samin merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat tertentu untuk
menunjukkan eksistensinya di suatu daerah.

Samin memiliki adat yang berbeda dalam melaksanakan akad nikah. Akad
nikah yang dilangsungkan berdasarkan adat Samin dapat dinarasikan sebagai
berikut, akad yang dilangsungkan meliputi “mbalesi gunem” dan “ngendek”
sebagai tanda bahwa “mbalesi gunem” adalah pernyataan dari pihak
mempelai perempuan dalam menunjukkan kemauanya untuk membentuk
hubungan rumah tangga. Sedangkan ‘“ngendek” yaitu pernyataan setuju atau
ridha dari pihak mempelai laki-laki untuk mempersunting calon mempelai
istri. Menurut adat kebiasaan di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus istilah lain dari “mbalesi gunem ™ adalah ijab dan “ngendek”™
adalah kabul.

Dalam penelitian ini, praktik akad nikah dilangsungkan oleh orang Islam
berdasarkan adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten
Kudus. Ijab dan kabul diwakilkan orang tua (wali) yang tidak beragama Islam.
Adapun ijab diwakilkan oleh orang tua (wali) mempelai perempuan.
Kemudian wali tersebut menyerahkan anak perempuannya kepada pihak

mempelai laki-laki dengan maksud membentuk ikatan rumah tangga. Dalam



pelaksanaannya, ijab tersebut berada di rumah mempelai laki-laki dengan
dihadiri oleh keluarga mempelai laki-laki dan keluarga mempelai perempuan.
Setelah ijab dilangsungkan, maka keluarga mempelai perempuan kembali
pulang ke rumah sambil menunggu hasil jawaban dari pihak mempelai laki-
laki. Proses menunggu ini bisa sampai sehari atau bahkan satu minggu, karena
pelaksanaan ijab terpisah dari kabul. Tidak satu majelis atau terdapat jeda
waktu antara ijab dan kabul. Kemudian setelah waktu tunggu selesai
mempelai laki-laki diperbolehkan datang ke rumah mempelai perempuan
bersama dengan keluarganya untuk menyatakan setuju atau ridha. Persetujuan
ini sebagai bentuk penerimaan terhadap pernyataan ijab sebelumnya. Dalam
hal ini yang menyatakan kabul atau persetujuan adalah orang tua (wali)
mempelai laki-laki. Selain itu, setelah kabul dilaksanakan maka mempelai
laki-laki menyerahkan mas kawin kepada mempelai perempuan sebagai tanda
ikatan pernikahan.

[jab dan kabul yang diwakilkan oleh wali yang tidak beragama Islam
menggunakan redaksi bahasa jawa sebagai akadnya. Seperti dikatakan
narasumber oleh Hartono (nama disamarkan), “kulo anggadhani niat bakal
ngerabikno anak lanang pengaran...... lan kulo sampun kukuh demen janji, rabi
sepisan kanggo selawase” artinya saya berniat untuk menikahkan anak laki-
laki bernama...... dan saya sudah berjanji setia, menikah sekali untuk

selamanya. Redaksi ini lumrah digunakan oleh masyarakat setempat yang

3 Hartono, Wawancara, Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 16 Maret
2019



menggunakan bahasa jawa sebagai bahasa keseharian, karena mudah di
mengerti dan dipahami.

Akad nikah yang dilangsungkan berdasarkan adat Samin di Desa
Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus tidak mengikutsertakan
KUA (Kantor Urusan Agama) dalam pelaksanaana akadnya. Sehingga dalam
pelaksanaan akad nikah cukup disaksikan oleh perangkat desa atau yang
berhak mewakili, seperti tokoh adat atau sesepuh desa tersebut.

Maka berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk
membahas lebih jauh berkenaan dengan praktik akad nikah berdasarkan adat
Samin. Kemudian penelitian ini ditindaklanjuti menggunakan 7i7njauan
Hukum Islam. Berangkat dari peristiwa akad tersebut, penulis mengambil
judul penelitian sebagai berikut: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik
Akad Nikah Orang Islam Berdasarkan Adat Samin Desa Karangrowo,
Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus.

. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka timbul beberapa permasalahan

pokok yang dapat diinventarisasikan sebagai berikut:

1. Sejarah masuknya adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus;

2. Definisi ijab dan kabul menurut adat Samin di Desa Karangrowo
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;

3. Tujuan akad nikah orang Islam berdasarkan adat Samin di Desa

Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;



4. Praktik akad nikah orang Islam berdasarkan adat Samin di Desa
Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;

5. Prinsip yang menjadi dasar atau alasan dilangsungkanya akad nikah orang
Islam berdasarkan adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus;

6. Tinjauan hukum Islam terhadap akad nikah orang Islam berdasarkan adat
Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus;

7. Keterkaitan KUA dengan pelaksanaan akad nikah orang Islam berdasarkan
adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

. Rumusan Masalah

Untuk memudahkan jawaban dari permasalahan tersebut di atas, maka
penulis menyimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik akad nikah orang Islam berdasarkan adat Samin di Desa
Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad nikah orang Islam
berdasarkan adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus?

. Kajian Pustaka

Masalah seputar akad bukanlah hal baru bagi masyarakat, terutama bagi
kalangan terpelajar atau mahasiswa. Akan tetapi, hal menarik dari penelitian

ini ialah sudut pandang penulis yang berbeda dalam memaparkan hasil



penelitian yakni triangulasi sumber data.'* Triangulasi merupakan teknik

pengumpulan data yang bersifat menggabungkan berbagai teknik

pengumpulan data dari sumber data yang telah ada. Dengan demikian penulis
dapat melihat penelitian sejenis terdahulu, sehingga diharapkan tidak
ditemukan kesamaan maupun pengulangan meteri penelitian secara mutlak.

Adapun penelitian terdahulu yang pernah dibahas antara lain, sebagai berikut:

1. Siti Yeni Sulistyawati (NIM: S441102008), tesis tahun 2012."> “Tradisi
Perkawinan Masyarakat Samin di Desa Kemantren Kecamatan
Kedungtuban Kabupaten Blora.” Persamaan antara penelitian terdahulu
dengan penelitian ini ialah sama-sama menjelaskan tentang adat-tradisi
perkawinan masyarakat Samin bahwa praktik akad nikah dilaksanakan di
rumah calon mempelai perempuan dan tidak mengikutsertakan KUA dalam
pencatatan perkawinan. Sedangkan perbedaanya terletak pada tahapan
pelaksanaan akad nikah dan tidak ada tinjauan hukum Islamnya.

2. Listiawati (NIM: C01209079), skripsi tahun 2013."® “Analisis Hukum
Islam Terhadap Ijab Kabul pada Masyarakat Suku Samin di Desa Kutukan
Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora” Persamaan penelitian ini
dengan penelitian terdahulu ialah sama-sama menggunakan analisis hukum

Islam sebagai kacamata pemahaman. Sedangkan perbedaan praktik kabul

¥ Connie Choirunnisa, Metode Penelitian Ilmiah; Aplikasi dalam Pendidikan dan Sosial
(Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), 177

5 Siti Yeni Sulistyawati, Tesis, “Tradisi Perkawinan Masyarakat Samin di Desa Kemantren
Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora.” (Tesis-- Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012),
97-131

16 Listiawati, Skripsi, “Analisis Hukum Islam terhadap ljab Kabul Masyarakat Suku Samin di
Desa Kutukan Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora” (Skripsi-- IAIN Sunan Ampel,
Surabaya, 2013), 61-74
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dalam praktik akad nikah terdahulu tidak dilaksanakan. Menurutnya, hal
tersebut tidak sesuai dengan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu
: a) Calon suami b) Calon istri ¢) Wali nikah d) Dua orang saksi e) Ijab
kabul. Sedangkan dalam penelitian ini, kabul jelas dilaksanakan atau “ada”
sebagaimana dilaksanakanya akad nikah (kabul) oleh orang tua calon
mempelai laki-laki yang kemudian diterima oleh orang tua calon mempelai
perempuan.

3. M. Taufiqurrohman (NIM: 102111074), skripsi tahun 2014."7 “Pandangan
Hukum Islam terhadap Pasuwitan sebagai Legalitas Nikah” (Studi Kasus
Masyarakat Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati).
Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ijalah sama-sama
menggunakan hukum Islam sebagai tinjauanya. Sedangkan perbedaan
terdapat pada praktik akad nikah bahwa penelitian terdahulu tidak
menyebutkan akadnya dalam proses pernikahan, tetapi hanya menyebutkan
“pasuwitan”’ (menetapnya calon mempelai laki-laki di rumah calon
mempelai perempuan). Maka sangat jelas bahwa penelitian terdahulu
menganggap hadirnya calon mempelai laki-laki di rumah calon mempelai
perempuan untuk memastikan hubungan pernikahannya. Sedangkan
penelitian ini, akad nikah merupakan perjanjian mutlak untuk mengakui
sejak bertemunya orang tua diantara keduanya sampai dilangsungkannya

akad nikah.

7 Taufiqurrohman, Skripsi, “Pandangan Hukum Islam terhadap Pasuwitan sebagai Legalitas
Nikah; Studi Kasus Masyarakat Samin Desa Baturejo Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati”
(Skrips--UIN Walisongo, Semarang, 2014), 62-76
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Dengan adanya hasil kajian penelitian di atas, kiranya penelitian ini
belum ada yang mengkaji permasalahan seperti yang penulis angkat.
Demikian dapat diketahui secara jelas bahwa penelitian ini tidak merupakan
duplikasi atau tidak sama dengan penelitian sebelumnya.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tentang praktik akad nikah orang Islam berdasarkan
adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten
Kudus.

2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam mengenai praktik akad nikah
orang Islam berdasarkan adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan
Undaan Kabupaten Kudus.

F. Kegunaan Hasil Penelitian
Kegunaan hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat untuk hal-hal
sebagai berikut:
1. Aspek Teoritis
Penulisan ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih berupa
khasanah keilmuan. Menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya.
Sekaligus diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada kaum
terpelajar atau mahasiswa yang berkecimpung di prodi ahwal al-
shakhsiyyah kaitanya dengan praktik akad nikah orang Islam berdasarkan

adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.
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2. Aspek Praktis
Penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian lebih dalam bagi
para peneliti maupun cendekiawan berkenaan dengan “Praktik akad nikah
orang Islam berdasarkan adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan
Undaan Kabupaten Kudus”. Selain itu juga diharapkan memberikan
kesadaran bagi umat Islam untuk cakap hukum dan menjadi pedoman bagi
masyarakat pada umumnya. Kemudian penulis merekomendasikan kepada
orang Islam Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yang
melangsungkan akad nikah berdasarkan adat Samin supaya memperbaharui

akad nikahnya.

G. Definisi Operasional
Untuk mempertegas dan memperjelas arah pembahasan masalah yang
diangkat, maka penulis perlu menjelaskan istilah pokok dari judul bahasan
penelitian ini, yakni dengan menguraikan sebagai berikut :

1. Tinjauan hukum Islam yaitu pemeriksaan terhadap suatu penelitian,
kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data secara
sistematis dan objektif melalui kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu
Allah Swt dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf mengikat
bagi semua pemeluknya baik yang berhubungan dengan hukum-hukum
amaliyah (perbuatan), maupun hukum-hukum aqgidah (kepercayaan).
Dalam penelitian ini menggunakan pendapat ulama Hanafiyyah dan
Syafi’iyah secara khusus, sedangkan ulama malikiyah dan Hanabilah

sebagai tambahan penjelas.
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2. Akad nikah orang Islam berdasarkan adat Samin yaitu sebuah perjanjian
yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk
melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan kabul. Dalam konteks ini
ialah praktik akad nikah orang Islam berdasarkan adat Samin yang
diwakilkan oleh orang tua (wali) yang tidak beragama Islam. Selain itu,
pelaksanaan ijab dan kabul terdapat jeda waktu atau tidak dalam satu
majelis dan wali yang mewakilkan kabul tidak beragama Islam.

H. Metode Penelitian
Metode adalah suatu cara, jalan, petunjuk pelaksanaan atau petunjuk
teknis.'® Sedangkan penelitian ialah sesuatu untuk menemukan kebenaran
dengan cara sistematis, menekankan pada masalah-masalah yang dapat
dipecahkan.'” Oleh sebab itu, metode penelitian merupakan sebuah cara
alternatif yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan, tersusun
secara sistematis atau secara ilmiah dengan tujuan untuk menemukan fakta-
fakta sesuai teknis pelaksanaan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan.*
Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian di atas yang menitikberatkan
terhadap suatu masalah tertentu, maka pendekatan yang sesuai dengan
penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Untuk menghasilkan penelitian
yang baik dan benar, maka penulis perlu memaparkan metode penelitian yang

akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

18 Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif Interdisipliner Bidang Sosial, Budaya, Filsafat, Seni,
Agama, dan Humaniora (Yogyakarta: Paradigma, 2012), 7

¥ bid., 1
2 jusuf Soewadji, Pengantar Metodologi Penelitian (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), 12
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1. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan berupa data
deskriptif, misalnya catatan lapangan, dokumen pribadi, tindakan
responden, dan lain sebagainya.

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat
penulis, maka data yang diperlukan untuk menjawab rumusan masalah
tersebut meliputi:

a. Penjelasan terkait praktik akad nikah orang Islam berdasarkan adat
Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

b. Pemahaman terhadap dilangsungkanya praktik akad nikah orang Islam
berdasarkan adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus.

2. Sumber Data
Sumber data terkait penelitian ini yakni :
a. Sumber Primer
Sumber primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek
penelitian.”! Dengan kata lain, data diambil secara langsung oleh
peneliti dari objek penelitianya di Desa Karangrowo Kecamatan
Undaan Kabupaten yang mengikuti adat Samin. Untuk memperoleh
data yang relevan dengan penelitian, penulis memperoleh sumber
primer secara langsung di lapangan berupa wawancara (inferview)

terkait praktik akad nikah orang Islam berdasarkan adat Samin di

2! Saifudin Azwar, Metode Penelitian (Jakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 91
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Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus. Berikut

sumber data primer dalam penelitian ini :

1.

Keterangan keluarga yang mengetahui praktik akad nikah orang
Islam berdasarkan adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan
Undaan Kabupaten Kudus; dalam hal ini adalah Bapak Abdul

(nama disamarkan).

. Pandangan tokoh Samin atau sesepuh terkait praktik akad nikah

orang Islam berdasarkan adat Samin di Desa Karangrowo
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus; dalam hal ini adalah
Bapak Hartono dan Ibu Ayu (nama disamarkan).

Pendapat Perangkat Desa Karangrowo Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus terkait praktik akad nikah orang Islam
berdasarkan adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus: dalam hal ini adalah Bapak Adi dan Bapak

Yanto (nama disamarkan).

b. Sumber Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dari pihak lain atau

tidak langsung diperoleh dari objek penelitian.”* Data sekunder

penelitian ini didapatkan dari hasil studi kepustakaan sebagai

pelengkap referensi sebagai berikut :

22 1bid., 91
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1. Wahbah Zuhaili, Fikih Islam Wa Adilatuhu jilid IX;
2. Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih
Sunnah;
3. Slamet Abidin dan Aminudin, Fikih Munakahat I;
4. Abu Malik Kamal bin al-Sayyid Salim, Shahvh Fikih Sunnah.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam suatu
penelitian, karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data yang
kemudian peneliti dapat melakukan analisis dan menemukan substansi
yang dipermasalahkan dalam rumusan masalah.”® Dalam penelitian ini
penulis menggunakan model penelitian fie/d research (penelitian lapangan).
Melalui penelitian lapangan, dapat diketahui tentang latar belakang dan
interaksi suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan masyarakat.24
Dalam hal ini penulis meneliti tentang praktik akad nikah orang Islam
berdasarkan adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus. Oleh sebab itu, penulis dalam penelitianya
menggunakan pengumpulan data berupa wawancara.
Esterberg (2002) mendefinisikan bahwa wawancara adalah penemuan

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga
dapat dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu.”> Dalam konteks

ini, penulis melakukan wawancara kepada keluarga yang mengetahui

%% Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif..., 99
?* Husaini Usman, et.al. Metodologi penelitian sosial (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2006), 5
% Kaelan, Metode Penelitian Kualitatif..., 111
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praktik akad nikah nikah orang Islam berdasarkan adat Samin di Desa

Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus yaitu Bapak Abdul

(nama disamarkan), selain itu penulis juga melakukan wawancara dengan

Bapak Hartono dan Ibu Ayu (nama disamarkan) selaku tokoh adat Samin

serta wawancara kepada perangkat desa yaitu Bapak Yanto (nama

disamarkan) dan Bapak Adi (nama disamarkan).
4. Teknik Pengolahan Data
Setelah data yang diperlukan dalam penelitian berhasil dikumpulkan,
peneliti melakukan pengolahan data. Dalam teknik pengolahan data
dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

a. Editing, yaitu pengecekan atau pengoreksian data yang telah
dikumpulkan, yang bertujuan untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan
yang terdapat pada pencatatan di lapangan dan bersifat koreksi.”® Pada
penelitian ini, penulis memeriksa kembali semua data yang diperoleh
dari hasil wawancara kepada keluarga yang mengetahui praktik akad
nikah orang Islam berdasarkan adat Samin, tokoh adat Samin dan
perangkat Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data dengan sedemikian rupa
sehingga dapat memperoleh gambaran terhadap rumusan masalah
sekaligus menyusun secara sistematis data-data tersebut.”’ Dengan

teknik ini penulis mencari data dan memperoleh gambaran umum terkait

% Masrukan, Metodologi Penelitian Hukum (Surabaya: UINSA Press, 2014), 197

27 Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum (Bandung : Citra Aditya Bakti,
2004), 132
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praktik akad nikah orang Islam berdasarkan adat Samin Desa
Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

c. Conclusing, yaitu melakukan analisa atau tindak lanjut dari
pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah atau dalil sehingga
diperoleh kesimpulan tertentu yang pada akhirnya kesimpulan tersebut
menjadi jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis deskriptif. Teknik analisis deskriptif sendiri yaitu suatu teknik
yang dipergunakan dengan cara memberikan gambaran umum terhadap
masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa
sehingga membentuk suatu masalah yang dapat dipahami dengan mudah.®
Dengan demikian, data-data tentang praktik akad nikah orang Islam
berdasarkan adat Samin dikaitkan dengan tinjauan hukum Islam yaitu
pendapat-pendapat ulama mazhab, terkhusus pendapat ulama Hanafiyah
dan Syafi’iyah.

Selanjutnya di analisis dengan menggunakan pola pikir deduktif yaitu
pola pikir yang diawali dengan mengemukakan teori atau dalil yang
bersifat umum ke khusus. Teori umum menjelaskan tentang akad nikah,
sedangkan teori khususnya terkait praktik akad nikah orang Islam
berdasarkan adat Samin. Dari pola pikir deduktif tersebut kemudian di

analisis menggunakan Hukum Islam.

%8 Consuello G. Savella, Pengantar Metode Penelitian (Jakarta: Ul Press, 1993), 71
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I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dipaparkan penulis dengan tujuan untuk
mempermudah dalam penyusunan skripsi. Selain itu juga untuk memperinci
penjelasan agar permasalahannya dapat dipahami lebih sistematis, yaitu:

Bab I Pendahuluan; Berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi
masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,
kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan
sistematika pembahasan.

Bab II Gambaran umum tentang akad nikah dalam fikih Islam; Pada bab
ini penulis mengemukakan landasan teori yang berkaitan dengan penelitian ini
yaitu pengertian akad nikah, dasar hukum akad nikah, rukun akad nikah,
syarat akad akad.

Bab III Akad nikah orang Islam berdasarkan adat Samin Desa
Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus; Pada bab ini menyajikan
data penelitian secara umum, meliputi: potret Desa Karangrowo Kecamata
Undaan Kabupaten Kudus, realitas adat Samin, akad nikah orang Islam
berdasarkan adat Samin Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten
Kudus;

Bab IV Menjelaskan tentang praktik akad nikah orang Islam berdasarkan
adat Samin Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dan
analisis hukum Islam terhadap praktik akad nikah orang Islam berdasarkan
adat Samin Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

Bab V Penutup; Pada bab terakhir ini meliputi kesimpulan dan saran.



BABII
GAMBARAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH DALAM FIKIH ISLAM

A. Pengertian Akad Nikah
Pernikahan merupakan sunnatullah yang berlaku bagi seluruh mahluk
Allah Swt. sebagai jalan untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupan.

Firman Allah Swt dalam Alquran disebutkan sebagai berikut:
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Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-
laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang
dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama
lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu
menjaga dan mengawasi kamu (An-Nisa’: 1).%

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia
berpasang-pasangan dan menjaganya untuk saling berkembang biak, beranak
dan melestarikan kehidupannya. Sungguh jelas bahwa manusia merupakan
makhluk sosial yang diciptakan untuk saling mengenal dan memberikan
manfaat kepada manusia yang lain. Penciptaan manusia tidak luput dari
fungsinya dalam aspek biologis yaitu menikah. Insting seksualitas manusia
tidak mungkin terhenti selama manusia masih hidup di dunia. Perkawinan
juga merupakan akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah Swt.

Pengertian akad nikah berasal dari dua kata, yaitu akad dan nikah. Akad

sendiri artinya “pernyataan” atau “perjanjian”. Sedangkan nikah artinya

2% Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran al-Fattah (Depok: Yakfi, 2015), 77

20
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“pernikahan” atau “perjodohan”.*® Definisi akad ini masih bermakna umum
karena melingkupi semua perikatan yang dilakukan manusia dengan
sesamanya. Oleh sebab itu, kata akad berarti mengikat, dan menyatukan.

Pembahasan fikih menyebutkan bahwa akad dibagi menjadi dua makna,
yakni makna umum dan khusus. Pertama, akad secara umum yaitu segala
sesuatu yang ditetapkan untuk dilakukan seseorang dan muncul dari kehendak
sepihak seperti wakaf, talak, sumpah, dan yang sejenisnya; kedua, akad secara
khusus yaitu akad yang muncul dari kehendak dua pihak seperti jual-beli,
sewa-menyewa, gadai, nikah dan sebagainya yang diharuskan kedua belah
pihak melakukan perjanjian dan mengemukakan maksudnya.’’ Kedua kata
tersebut jika digabungkan menjadi akad nikah, yaitu perjanjian yang mengikat
antara dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk ijab dan
kabul.*?

Ijab merupakan keinginan pihak perempuan untuk menjalin ikatan rumah
tangga dengan seorang laki-laki. Kabul yaitu pernyataan penerima dari pihak
laki-laki untuk menyatakan rasa ridha dan setuju.”®> Sedangkan kalimat nikah

. . . . . .34
secara umum diartikan pernikahan itu sendiri.’

61

%0 Achmad Kuzari, Nikah sebagai Perikatan (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 34
31 Indi Aunullah, Ensiklopedia Fikih untuk Remaja (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 17
32 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta: Prenada Media, 2014),
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Abu Yahya Zakaria Al-Anshary mendefinisikan:

5 - 7
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Nikah menurut istilah syara’ ialah akad mengandung ketentuan
hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau kalimat yang
semakna dengannya.

Ulama Hanafiyyah mendefinisikan nikah adalah sebuah akad yang
memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya,
kehalalan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang
tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat dengan kesengajaan. Dengan
adanya kata “perempuan” maka tidak termasuk didalamnya banci musykil.”’
Akad nikah adalah sebuah akad yang asasnya ialah hubungan perasaan antara
dua pasang manusia (suami-istri).36

Definisi akad nikah dalam Kompilasi Hukum Islam berbunyi “Akad nikah
adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan
oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”.”’

Akad nikah adalah perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan
seorang perempuan untuk melangsungkan suatu pernikahan dalam bentuk ijab
dan kabul. Kalimat ijab menunjukkan kemauan pihak pertama untuk

membentuk hubungan suami-istri, sedangkan kabul merupakan balasan pihak

kedua atas keridhoan atau menerima dari pernyataan ijab. Dengan adanya

% Wahbah Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu; terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani,
(Jakarta: Gema Insani, 2011), 39

% Muhammad Nabil Kazhim, Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses
(Solo: Samudra, 2007), 154

%" pasal 1 (c) Kompilasi Hukum Islam
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pihak yang melangsungkan akad nikah, maka terdapat hak dan kewajiban bagi
masing-masing keduanya. Dengan demikian, akad nikah merupakan kesepakat
dua insan yang mengikat dalam bentuk ijab dan kabul serta memberikan
faedah dalam rumah tangga.

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika
dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan kabul antara perempuan yang
dilamar dengan laki-laki yang melamarnya, atau antara pihak yang

menggantikanya seperti wakil atau wali.”®

Akan tetapi terdapat perbedaan dikalangan ulama dalam mengungkapkan
lafaz ijab dan kabul. Pada dasarnya lafaz yang digunakan untuk
mengungkapkan kata akad dalam syara’ hendaknya f£7’il mady. Hal tersebut
dikarenakan #7’7/ mady mengungkapkan kata kerja bentuk lampau, seperti
zawwajtu atau tazawwajtu (aku nikahkan engkau), ungkapan inilah yang
kemudian disebut ijab. Lalu di jawab radytu (aku ridha), dan wafagtu (aku

setuju), yang kemudian disebut kabul.*’

Terkadang ijab menggunakan £i’7/ mudari’ (kata kerja betuk sedang atau
akan datang), sedangkan kabul menggunakan 77/ mady (kata kerja bentuk
lampau), misalnya ucapan seorang laki-laki kepada seorang perempuan:
atazawwajuki (aku menikahimu), kemudian perempuan itu menjawab: gabiltu

zawwajaka (aku terima pernikahanmu). Dengan demikian, sah lah

% Muhammad Jawad Mughniyah, Fikih Lima Mazhab (Jakarta: PT. Lentera Basritama,
2005), 309

% Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fikih Munakahat
Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta:Amzah, 2011), 60
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pernikahanya dengan menggunakan bentuk akad fi7/ mady yang
menunjukkan pekerjaan waktu sedang atau akan datang jika ada indikasi
bahwa maksud kata kerja tersebut adalah menyepakati akad waktu sekarang

sehingga tidak menentang syara’.*’

. Dasar Hukum Akad Nikah

Akad nikah merupakan bagian dalam pernikahan, karena melingkupi ijab
dan kabul. Dalil-dalil Alquran terkait akad nikah berdasarkan firman Allah

Swt. dalam surat an-Nur ayat 32 :
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Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin
Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha
luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui (QS. An-Nur: 32).*!

. i
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Menurut Imam al-Qurtubi ayat tersebut membahas tentang pertama,
perintah ini termasuk ke dalam masalah bertabir dan memperbaiki diri.
Maksudnya kawinlah orang-orang yang tidak memiliki pendamping di antara
kalian, sebab itu merupakan jalan untuk memelihara kesucian diri. Perintah ini
ditunjukan kepada wali. Akan tetapi menurut satu pendapat, perintah ini
ditunjukkan kepada suami. Pendapat yang benar adalah pendapat yang

pertama. Kedua, para ulama berbeda pendapat tentang perintah (menikahkan)

“0 1bid., 61
*! Kementerian Agama., 254
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ini. Para ulama kami berkata, “Hukum dalam hal itu berbeda-beda, karena
perbedaan kondisi seorang mukmin dari sisi ketakutannya akan kesulitan
dalam memelihara diri dari perbuatan zina dan ketidak mampuannya untuk
menahan diri.”*

Hubungan akad nikah disifati oleh Alquran sebagai hubungan mawaddah

wa rahmah, berikut firman Allah Swt:
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Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan
sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Ar-Rum: 21).*

Selain ayat Alquran di atas, terdapat sabda Nabi kepada seorang laki-laki
yang dinikahkan dengan perempuan yang meminta Nabi untuk menikahinya,

tetapi Nabi tidak menyanggupinya, akhirnya dia dinikahkan dengan salah

seorang sahabat, Nabi berkata kepadanya:44

d\j.bj\wdm Mwwﬂ

Bergegaslah, sesungguhnya aku telah menikahkan mu dengannya
dengan mas kawin hafalan Alquran-mu.

*2 Syaikh Imam al-Qurtubi, al-Jami’u Ii Ahkami Alquran; terjemah Amir Hamzah (Jakarta:
Pustaka Azzam, Januari 2009), 600-601

3 Kementerian Agama.., 406

* Ali bin Said Al-Ghamidi, Fikih Wanita.., 298
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C. Rukun Akad Nikah
Dalam bahasa arab, rukun ialah sudut pada ruangan, tiang, penyangga dan
penegak bangunan. Maksudnya adalah rukun itu sebagai pokok dari segala
sesuatu, dimana sesuatu menjadi tidak ada apabila rukunnya tidak terpenuhi.
Jadi, yang dimaksud dengan rukun nikah adalah bagian-bagian utama dalam
suatu akad nikah yang apabila bagian utama tersebut tidak terpenuhi maka
pernikahan itu menjadi tidak sah. Diantara rukun akad nikah adalah ijab dan
kabul yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lain.*
1) [jab
Ijab adalah lafaz yang diucapkan salah satu pihak yang melakukan
akad dengan tujuan mengungkapkan keinginannya untuk membangun
ikatan pernikahan. Ijab ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan
akad itu telah mengambil tanggung jawab sebagai konsekuensi dari
akadnya tersebut.*
2) Kabul
Kabul adalah lafaz yang diucapkan pihak kedua yang menjalin akad
untuk mengungkapkan kerelaan dan persetujuannya terhadap isi akad.*’
Rukun akad nikah tersebut seperti dikatakan ulama Hanafiyyah, yaitu
hanya terdiri dari ijab dan kabul saja yaitu akad yang dilakukan oleh pihak

wali perempuan dan mempelai laki-laki.*®

** Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fikih Munakahat..,
59

¢ Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahth Fikih Sunnah, (Jakarta:Pustaka at-Tazkia,
2008), 179

“" 1bid., 179

8 Achmad Kuzari, Nikah.., 12
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Dalam pernikahan, akad merupakan ijab dan kabul dan masing-masing
memiliki ketentuanya. Pertama, kalimat ijab merupakan keinginan pihak
perempuan untuk menjalin ikatan rumah tangga dengan seorang laki-laki.
Kedua, kalimat kabul yaitu pertanyaan menerima keinginan nikah dari
pihak pertama untuk maksud tersebut. *’

Ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan adalah sah jika dilakukan
dengan akad yang mencangkup ijab dan kabul antara calon mempelai laki-
laki dan pihak calon mempelai perempuan.”® Maksud dari pihak calon
mempelai perempuan ialah wali. Seorang perempuan dalam melangusngkan
pernikahan diharuskan ada wali. Sedangkan mempelai laki-laki berhak
untuk melangsungkan kabulnya sendiri secara pribadi.

Dalam hadith diriwayatkan dari ‘Aisyah’' :
ol S s 03] A S8l O

Setiap perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka
nikahnya batal.

Menurut pendapat mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali, pernikahan
seorang perempuan tidak sah, kecuali dengan adanya wali.”> Adapun
pendapat Imam Hanafi, adanya wali hukumnya sunnah. Tidak ada
perwalian selain wali mujbir, yaitu wali yang berhak untuk menikahkan

anak atau cucu perempuan yang masih perawan atau tanpa harus meminta

* Mohamad Fauzil Adhim, Mencapai Pernikahan Barokah (Yogyakarta: Mitra Pustaka,
1998), 27

%0 Neng Djubaedah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat (Jakarta: Sinar
Grafika, 2012), 115

51 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan
Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam (Jakarta:Sinar Grafika,1995), 3

°2 Wahbah Zuhaili, Fikih Islam..,182
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ijin perempuan tersebut. Selain itu, syarat menjadi wali adalah merdeka,
berakal, baligh dan beragama Islam. Maka dari itu budak, orang gila, anak
kecil tidak berhak menjadi wali, sebab ketiga orang ini tidak memiliki hak
perwalian untuk diri sendiri, sehingga tidak bisa memberikan perwalian
kepada orang lain. Jika pihak yang diberi perwalian muslim maka pihak
wali harus muslim pula, non muslim tidak boleh menjadi wali bagi
muslim.*?

Dalam pelaksanaan ijab dan kabul harus menggunakan kalimat yang
mudah dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad
nikah. Dan pernyataan yang timbul dari kedua belah pihak dapat
menggunakan kalimat atau lisan.>* Sedangkan apabila tidak mampu
menggunakan lisan karena suatu halangan, seorang yang melangsungkan
akad nikah dapat dilakukan menggunakan isyarat.” Pendapat ini diperkuat
oleh Ibnu Taimiyah bahwa ikatan nikah bisa terjalin dengan ungkapan yang
bermakna nikah dengan kalimat dan bahasa apapun.’® Dengan catatan
ungkapan yang disampaikan menunjukkan maksud untuk menikah tanpa
adanya ketidakjelasan.”’

Dikalangan ulama fikih menyatakan bahwa ungkapan ijab dan kabul

tidak terikat pada satu bahasa saja. Dalam pelaksanaanya dapat

menggunakan kalimat apapun asalkan mengandung pengertian rasa saling

5 Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah (Jakarta: Beirut
Publising, 2017), 484

5 Slamet Abidin dan Aminudin, Fikih Munakahat | (Bandung : CV Mustaka setia, 1999),73

% Neng Djubaedah, Pencatatan.., 115

*® Mohammad Fauzil Adhim, Mencapai Pernikahan.., 27

> Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, Ringkasan Fikih.., 449
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ridha dan setuju, misalnya “saya terima, setuju, saya laksanakan dan
sebagainya”.”®

Adapun kalimat ijab, ulama sepakat boleh menggunakan kalimat
“pikah’atau “tazwij’. Dan perpecahan dari kalimat itu ialah “zawwajtuka”
atau “ankahtuka” yang keduanya secara jelas mengandung pengertian
nikah.” Kalimat pemberian juga pernah digunakan dalam ijab kabul

pernikahan Rasulullah sendiri, maka bagi umatnya boleh menggunakan

juga. Allah Swt berfirman:
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Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu isteri-
isterimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya

yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam
peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu (Al-Ahzab: 50).%

Menurut Imam Syaf’i, Said Musssayab, dan Atho’ bahwa ijab dan
kabul tidak sah, kecuali menggunakan kalimat ‘pikah” atau “tazwij” atau
perpecahan dari kedua kalimat tersebut. Menurut mereka mengucapkan
pernyataan adalah salah satu syarat pernikahan. Jadi, jika digunakan
perumpamaan memberi, maka nikahnya tidak sah.'

D. Syarat Akad Nikah
Syarat akad nikah ini tentu berbeda dengan rukun. Perbedaan yang

mendasar antara rukun dan syarat ialah bahwa rukun itu masuk dan berada di

%8 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat...,74
59 B
Ibid., 74
% Kementerian Agama.., 424
%1 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat...,75
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dalam ritual ibadah itu sendiri. Sedangkan syarat tidak masuk ke dalam ritual
ibadah, posisinya ada sebelum ibadah itu dilakukan.

Akad nikah dianggap berlaku apabila memenuhi rukun dan syarat akad
nikah. Jika akad nikah sudah berlaku maka salah satu dari suami-istri atau
pihak lain tidak berhak merusak akad nikah atau mengakhirinya selain dengan
talak atau kematian.

Ada beberapa syarat akad nikah, yaitu sebagai berikut:*>
1. Sighat atau redaksi ijab dan kabul

Akad nikah sah dengan kata-kata yang dipahami oleh kedua belah
pihak, dengan catatan ungkapan yang disampaikan menunjukkan maksud
untuk menikah tanpa adanya kesamaran atau kejelasan.

Para ahli fikih mensyaratkan redaksi ijab dan kabul harus dengan dua
lafaz yang berbentuk kata kerja lampau, atau salah satunya berbentuk 7’7/
mady (kata kerja bentuk lampau) dan lainnya berbentuk kata kerja
mustagbal (masa mendat ang).63

Contoh pertama adalah pengijab mengucapkan zawwajtuka ibnatt (aku
kawinkan putriku denganmu), kemudian pihak penerima menjawab gabiltu
(aku terima). Contoh yang lain adalah pengijab mengucap uzawwijuka
ibnatt (aku kawinkan putriku denganmu), kemudian pihak penerima
menjawab gabiltu (aku terima).

Selain syarat stghat di atas, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa

akad nikah harus dengan lafaz khusus, yaitu sarth (jelas) atau kinayah

%2 |pbid., 99
%% Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, Ringkasan Fikih.., 450
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(sindiran). Sarth jika diucapkan dengan menggunakan lafaz tazwij
(mengawinkan) dan inkah (menikahkan) atau yang senada dengan kata
tersebut, baik dengan lafaz mady (lampau) atau mudari’ (sedang atau akan
datang). Demikian juga dapat dilakukan dengan lafaz amr (perintah),
misalkan “nikahkan aku”. Sedangkan kindyah dapat dilakukan dengan
syarat niat menikah seperti lafaz A7bah (memberi hadiah), sedekah, tamitk
(memberi hak milik), ju’/u (menj adikan).**

Ulama Malikiyah mensyaratkan sighat harus dilakukan dengan lafaz
khusus, yaitu dengan cara wali berkata zawwajtu (aku kawinkan), ankahtu
(aku nikahkan), atau seorang laki-laki berkata “nikahkanlah aku”. Dalam
ucapan kabul cukup dikatakan gabiltu (aku terima), radytu (aku ridha),
nafaztu (aku laksanakan), atau atmamtu (aku sempurnakan).®

Menurut ulama Syafi’iyah bahwa stghat tidak boleh digantungkan
dengan sesuatu yang tidak dibutuhkan dalam akad. Contohnya jika si Fulan
berkehendak atau jika Allah Swt. berkehendak.®® Ulama Hanabilah
mensyaratkan stghat harus menggunakan lafaz inkah atau tazwij
Sedangkan kalimat kabul cukup sebagaimana yang dikatakan Malikiyah.®’

Para ahli fikih sepakat bahwa akad nikah boleh dengan selain bahasa
Arab jika kedua belah pihak atau salah satunya tidak mengerti bahasa

Arab. Namun, para ahli fikih berbeda pendapat jika kedua belah pihak

8 \Wahbah Zuhaili, Fikih Islam.., 89
% |bid., 91
% bid., 92
%7 Ibid., 93
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mengerti bahasa Arab dan bisa melangsungkan akad nikah dengan bahasa
Arab.%®

Ibnu Qudamah menjelaskan dalam kitab a/-Mughni, bahwa bagi yang
bisa mengucapkan akad nikah dengan bahasa arab, akad nikah tidak sah
dengan selain bahasa arab. Menurut Abu Hanifah, akad nikah sah dengan
selain bahasa Arab karena yang bersangkutan menyebut kata-kata khusus,
dengan demikian hukumnya sah sebagaimana sah dengan bahasa Arab.

. Persesuaian dan ketepatan ijab kabul

Persesuaian dan ketepatan ijab kabul sangat penting untuk mencapai
maksud akad. Jika berbeda dan tidak ada korelasi antara ijab dan kabul,
maka tidak sah akadnya.

Antara ucapan ijab dengan kabul maksud dan tujuannya adalah sama,
kecuali kalau kabulnya lebih baik dari pada ijabnya dan menunjukkan
pernyataan yang lebih tegas. Jika pengijab mengatakan, “saya kawinkan
kamu dengan anak perempuan saya dengan mahar 100 ribu rupiah.” Lalu
penerima menjawab, “saya terima nikahnya dengan 200 ribu rupiah” maka
nikahnya nya sah, karena kabulnya memuat hal yang lebih baik (lebih
tinggi nilainya dengan yang dikatakan pengijab).”” Akan tetapi jika mahar
yang disebutkan berkurang, maka tidak sah. Misalnya pihak perempuan

berkata, “aku nikahkan kamu dengan putriku dengan mahar 1000 dirham”,

%8 Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, Ringkasan Fikih.., 49
% Ibid., 80
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lantas mempelai laki-laki menjawab, “saya terima nikahnya dengan mahar

800 dirham™.”

Orang yang mengucapkan kalimat ijab tidak boleh menarik kembali
ucapanya sebelum pihak lain mengucapkan kalimat kabul. Bagi orang yang
menarik kembali ucapan ijabnya ketika pihak lain telah mengucapkan
kabul, maka akadnya menjadi batal. Terkecuali jika pihak lain belum
mengucapkan kalimat kabul, maka masih diperbolehkan menarik kembali
ijabnya dengan syarat masih dalam majelis akad.”’

3. Satu Majelis

Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa para ulama bersepakat
mensyaratkan satu majelis dalam melaksanakan ijab dan kabul.”” Dengan
demikian apabila ijab dan kabul tidak dilaksanakan dalam satu majelis,
maka akad nikah dianggap tidak sah. Para ulama terbagi dalam dua
kelompok dalam menafsirkan ittihad al-majlts (satu majelis) sebagai
berikut:"

a) Pendapat pertama, yang dimaksud dengan ittihad al-majlis adalah bahwa
ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu waktu saat upacara akad
nikah, bukan dilaksanakan dalam waktu yang terpisah. Dalam hal yang
disebut terakhir ini meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa

jadi dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun jika tetap ada

"% Wahbah Zuhaili, Fikih Islam..,58

" Ibid., 58

2 Abdurahman al-Jaziri, al-Figh Ala Mazahibul Arba’ah (Lebanon Beirut: Darul Fikri,
1990), 243

™ Satria Efendi M. Zain, Priblematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta:
Prenada Media, 2004), 4
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kesinambungan antara ijab dan kabul, atau antara ijab dan kabul itu
terputus, maka hukum akad nikah tersebut tidak sah menurut hukum
perkawinan Islam. Dengan demikian adanya persyaratan satu majelis
berhubungan dengan keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan
kabul, bukan menyangkut kesatuan tempat. Meskipun tempatnya dalam
satu majelis, tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu atau dua acara
yang terpisah, maka kesinambungan antara ijab dan kabul sudah tidak
terwujud, sehingga akad nikanya dipandang tidak sah.

Sayid Sabig menjelaskan arti satu majelis dalam melaksanakan akad
nikah yang menekankan pada pengertian tidak boleh terputusnya antara
ijab dan kabul. Jika ijab dan kabul tersebut dilangsungkan dalam majelis
yang berbeda maka akad belum terlaksana. Artinya salah satu diantara
mereka menyampaikan ijab kemudian yang lain berdiri atau
meninggalkan majelis sebelum kabul, maka tidak sah akad nikahnya.
Misalnya pihak perempuan berkata, “aku nikahkan kamu dengan diriku”
atau seorang wali berkata, “aku nikahkan kamu dengan putriku” lantas
pihak laki-laki berdiri sebelum mengucapkan kata kabul atau
menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari
majelis, kemudian setelah itu baru mengatakan, “aku menerima”, maka
akad tersebut tidak sah menurut ulama Hanafiyyah.”* Hal ini

menunjukkan bahwa sedikit merubah posisi saja dapat merubah majelis.

" Wahbah Zuhaili, Fikih Islam..,56
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Demikian pula sebaliknya, pihak pertama yang mengatakan ijab.
Apabila pihak pertama setelah mengucapkan ijab meninggalkan majelis
atau tidak ada dalam majelis, kemudian pihak kedua mengucapkan kabul
maka akad tersebut tidaklah sah.

Menurut ulama Hanafiyyah, majelis bisa berubah dengan berjalan
lebih dari dua langkah, baik berjalan kaki maupun berkendara.
Sedangkan menurut jumhur disyaratkan untuk menyegerakan
pengucapan kalimat ijab dan kabul, sekiranya tidak ada jeda yang lama
antara pengucapan kalimat ijab dan pengucapan kalimat kabul.”

Adapun ulama Malikiyah membolehkan tenggang waktu sebentar
antara ijab dan kabul.”® Hal ini tertulis pula dalam kitab a/-Mughni, bila
ada waktu antara ijab dan kabul, maka hukumnya tetap sah. Apalagi
dalam majelis tidak diselingi dengan sesuatu yang menggangu akad
nikah.”’

Menurut ulama Syafi’iyah mengatakan “disyaratkan supaya jeda
waktu antara ijab dan kabul tidak lama dalam majelis akad, atau
disegerakan. Jika terdapat jeda yang lama maka akan dapat merusak
akad”. Hal ini menandakan bahwa satu majelis merupakan tempat yang
dilangsungkanya akad nikah. Selain itu, apabila terdapat perkataan lain
diantara kalimat ijab dan kalimat kabul dapat merusak akad, sekalipun

itu diucapkakn dengan sebentar dan kedua belah pihak masih dalam

" Ibid., 56
"® Slamet Abidin dan Aminudin, Fikih Munakahat.., 80
"\Wahbah Zuhaili, Fikih Islam..,79
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majelis akad.”® Andai kata itu diselingi khutbah oleh si wali, misalnya
“saya kawinkan” lalu mempelai laki-laki menjawab, “bismillah,
alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rosulillah, saya terima akad
nikahnya”, dalam hal ini ada dua pendapat.”” Pertama, Syekh Abu
Hamid Asfarayini berpendapat sah karena khutbah dan akad nikah
diperintahkan agama, dan perbuatan itu bukan merupakan penghalang
bagi sahnya akad nikah, seperti orang yang bertayamum antara dua
sholat yang dijamak. Kedua, tidak sah, sebab memisahkan antara ijab
dan kabul sebagaimana hanya kalau antara ijab dan kabul itu dipisahkan
hal-hal lain di luar khutbah, seperti berdiam sejenak.*’

Adapun ketika dalam kondisi salah satu pihak tidak hadir dalam
majelis akad, dan akad dilakukan dengan perantara tulisan atau utusan
maka ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa “majelis akad adalah
majelis pembacaan tulisan atau mendengar perkataan suatu utusan di
depan para saksi”. Kemudian jika tulisan tersebut tidak dibacakan atau
perkataan utusan tidak didengarkan maka akad nikah tidak sah, itu
karena adanya syarat persaksian di dalam kedua sighat ijab dan kabul.*’

Selain itu, apabila sebelum dilakukan ijab telah berpisah, maka
ijjabnya batal karena makna ijab disini telah hilang. Sebab menghalangi
bisa dilakukan oleh pihak laki-laki dengan jalan berpisah diri, sehingga

tidak terlaksana kabul. Begitu juga kalau keduanya sibuk dengan sesuatu

"8 Ibid., 57

" Slamet Abidin dan Aminudin, Fikih Munakahat., 82
% |bid., 82

81 Wahbah Zuhaili, Fikih Islam..,57
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yang mengakibatkan terputusnya ijab dan kabul, maka ijabnya batal

lantaran upacara kabulnya hilang.*

b) Pendapat kedua, mengatakan bahwa satu majelis disyaratkan bukan saja

untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul semata, akan
tetapi erat hubunganya dengan tugas dua orang saksi. Saksi harus
melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa ijab dan kabul itu betul-
betul diucapkan oleh kedua orang yang melakukan akad. Pendapat
kedua ini lebih tegas menyatakan bahwa keabsahan ijab dan kabul, baik
dari redaksinya maupun dari segi kepastian adalah benar-benar
diucapkan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.®®
4. Mutlak
Para ulama fikih juga mensyaratkan agar ucapan dalam akad bersifat
mutlak, tidak diembel-embeli dengan suatu syarat. Contoh akad mutlak
seperti seseorang berkata kepada pihak yang melamar “aku nikahkan puriku
denganmu,” lalu pihak yang melamar menjawab “aku terima”. Akad ini
adalah akad mutlak, sah hukumnya.** Tjab dan kabul harus dilakukan
sekarang, bukan melakukan akad nikah untuk waktu yang akan datang.
Apabila redaksi akad dikaitkan dengan syarat tertentu, baik dengan waktu

yang akan datang, atau waktu tertentu atau disertai dengan suatu syarat

82 H
Ibid., 57
8 Sadiani, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia (Kalimantan:
Intimedia, 2008), 24
8 Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, Ringkasan Fikih.., 450
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tertentu. Maka dengan demikian, akad nikahnya tidaklah sah. Misalnya
“aku akan menikahimu besok atau lusa”.*

Di dalam fikih empat mazhab tidak boleh melakukan akad nikah
untuk pernikahan di waktu yang akan datang. Kemudian tidak juga boleh
akad nikah dengan dibarengi syarat yang tidak ada, seperti berkata “aku
akan menikahkanmu jika Zaid datang atau ayahku meridhai”. Akan tetapi
berbeda jika mensyaratkan di waktu yang telah lampau, hukumnya boleh.
Misalkan seorang ayah dari pihak perempuan berkata ‘“aku telah
menikahkanmu putriku dengan seorang lain sebelum kamu, andsi saja aku
belum menikahkanya dengannya pastilah aku akan menikahkanya dengan
putramu’.

Para ulama Syafi’iyah menyebutkan bahwa seandainya si wali berkata,
“insyaallah aku menikahkanmu”, maka akadnya tidak sah. Akan tetapi jika
ia bermaksud bertabarruk dengan mengucapkan kalimat itu atau hanya

sekedar berkata bahwa segala sesuatu itu tergantung kehendak Allah Swt.

maka akadnya tetap sah.

% |hid., 58
% 1hid., 59



BAB III

PRAKTIK AKAD NIKAH ORANG ISLAM BERDASARKAN ADAT SAMIN
DESA KARANGROWO KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS
A. Potret Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus
1. Profil Desa Karangrowo
Desa Karangrowo merupakan satu kelurahan yang berada di Kabupaten
Kudus Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis luas wilayah Kabupaten
Kudus 423,16 Km. 22,50 Km dari sebelah Barat ke Timur dan 39,00 Km
dari sebelah Utara ke Selatan. Terletak di antara 110°36’-110°50" Bujur
Timur dan 651°-716° Bujur Selatan. Sedangkan ketinggian permukaan air
laut sekitar 55 M. Curah hujan relatif rendah, rata-rata di bawah 3000
mm/tahun. Suhu udara maksimum ada pada bulan September 29,4 celcius
dengan suhu terendah pada bulan Juli 17,6 celcius.

Kota kudus secara administratif berbatasan dengan:

a. Bagian Utara : Kabupaten Pati dan Jepara

b. Bagian Selatan : Kabupaten Grobogan dan Pati
c. Bagian Timur : Kabupaten Pati

d. Bagian Barat : Kabupaten Demak dan Jepara

Luas wilayah tersebut di atas terbagi menjadi sembilan Kecamatan, yaitu
Kecamatan Jati, Bae, Dawe, Mejobo, Gebok, Jekulo, Kaliwungu, dan Undaan.

Berikut data kependudukan di Kabupaten Kudus:®’

% Moh Rosyid, Samin Kudus: Bersahaja Ditengah Asketisme Lokal (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2008), 86-87
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Tabel 3.1
Wilayah Kota Kudus

Kecamatan = Luas Wilayah Jumlah Penduduk Kepadatan Penduduk
Jati 26.30 85.609 3.255
Bae 23.32 57.063 2.447
Dawe 85.84 88.025 1.025
Mejobo 36.77 61.860 1.682
Gebok 55.10 85.546 1.553
Jekulo 82.92 88.468 1.067
Kaliwungu 32.67 81.984 2.509

Undaan 71.77 64.342 897

Bila dilihat dari data kependudukan di atas, Kecamatan Undaan
menempati kepadatan penduduk terendah dibandingkan Kecamatan lainya.
Hal ini dikarenakan daerah Undaan merupakan pedesaan yang masih minim
adanya fasilitas sosial dan fasilitas umum. Desa Karangrowo merupakan salah
satu desa yang terletak di Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus yang
memiliki tiga dukuh, yakni Dukuh Kaliyoso, Dukuh Ngelo, dan Dukuh Krajan.
Dengan luas pemukiman sekitar 52.020 ha/m?, dan luas persawahan 867.800
ha/m2. Jarak antara Desa Karangrowo dengan wilayah Kecamatan Undaan
sekitar 14 Km, Jarak dengan wilayah Kabupaten Kudus sekitar 18 Km, dan
jarak wilayah dengan Provinsi Jawa Tengah sekitar 68 Km.* Adapun batas
wilayah secara geografis meliputi:®’

a. Bagian Utara : Desa Payaman, Kecamatan Mejobo
b. Bagian Selatan : Desa Wotan , Kecamatan Sukolilo
c. Bagian Timur : Desa Wotan, Kecamatan Sukolilo

d. Bagian Barat : Desa Ngemplak, Kecamatan Undaan

% Format Laporan Profil Desa dan Kelurahan (Pemerintah Kabupaten Kudus, 2017), 5
89 110
Ibid., 3
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2. Aspek Historis Desa Karangrowo

Desa Karangrowo merupakan desa yang tergolong sangat unik, karena
memiliki berbagai macam lapisan masyarakat dan kepercayaan.
Berdasarkan cerita para sesepuh atau tokoh masyarakat Desa Karangrowo
memiliki tiga dukuh, yaitu Dukuh Kaliyoso, Dukuh Ngelo, dan Dukuh
Krajan yang masing-masing punya riwayat cerita. Desa karangrowo awal
mulanya didirikan oleh seorang pasukan perang Pangeran Diponegoro atas
nama Raden Ronggojoyo atau Buyut Sipah dari Kota Demak. Saat terjadi
peperangan melawan penjajah Belanda, Raden Ronggojoyo mencari tempat
persembunyian yang saat ini disebut Desa Karangrowo. Raden Ronggojoyo
wafat pada tanggal 12 Sya’ban 1815 M. Setiap tanggal itulah Desa
Karangrowo mengadakan peringatan khaul di pemakaman umum.

Istilah Karangrowo dari asal kata “karang” yang bermakna wilayah dan
“rawa’ bermakna lahan sawah kosong yang belum dicocok tanami. Desa
Karangrowo berada di lingkungan yang disekitari oleh hamparan lahan
persawahan, dan jarak antar dukuh sekitar 1 s/d 1.5 Km. Adapun aspek
historis dari masing-masing dusun sebagai berikut:*’

a) Dukuh Kaliyoso
Awal munculnya kata kaliyoso berasal dari kiprah mbah Kemat,
warga Desa Karangrowo yang berprofesi sebagai petani. Inisiatif mbah
Kemat dalam memperoleh aliran air sangat sulit untuk mengairi

sawahnya. Dalam aktifitasnya sebagai petani, mbah Kemat mengambil

% Moh Rosyid, Samin Kudus.., 101-103
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aliran air yang berada di dekat pemakaman Punden Browijoyo untuk
dibuatkan sebuah aliran yang kemudian aliran air tersebut makin lama
menjadi sungai. Oleh karena itu, mbah Kemat yang tinggal di Desa
Karangrowo menyebut Kaliyoso. Kata “Kaliyoso "berasal dari dua kata,
yakni “kali” yang bermakna sungai dan “yoso” bermakna buatan.
Hingga saat ini aliran air tersebut masih digunakan oleh masyarakat
untuk mengairi sawah dan daerah tersebut masih bernama Dukuh
Kaliyoso.
b) Dukuh Ngelo

Menurut kisahnya, Dukuh Ngelo memiliki dua versi cerita. Versi
pertama, sungai yang terdapat di dukuh tersebut terdapat mayat yang
terdampar tanpa identitas, dalam organ tubuh mayat itu tumbuh sebuah
pohon “LO” (pohon yang menyerupai pohon kelengkeng) sehingga
wilayah tersebut dinamai Ngelo. Adapun versi kedua, yaitu ada
sepasang kemanten yang melintasi di sungai kemudian meninggal dan
tumbuhlah pohon di kedua kemanten tersebut berupa pohon “LO”.
Prasasti Dukuh Ngelo masih dapat disaksikan hingga sekarang berupa
makam mbah LO yang semula berupa makam umum, namun karena
perluasan wilayah pemukiman penduduk, maka makam tersebut
dipindahkan ke makam baru yang dekat dengan sawah. Oleh masyarakat
sekitar, Dukuh Ngelo mendapat dua julukan secara kewilayahan dan
non-administratif yakni Ngelo dan Ngelo Ngeseng. Kata Ngeseng

muncul karena masa Belanda, dibangunlah sebuah gardu (pos keamanan)
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yang terbuat dari seng atau aluminium. Sehingga untuk
mempermudahnya, daerah Ngelo disebut juga Ngelo Ngeseng.
¢) Dukuh Krajan
Dukuh Krajan merupakan bagian wilayah Desa Karangrowo sebelah
Utara, dinamakan “Krajan” karena awal mulanya wilayah (kantor)
administrasi Desa Karangrowo berada di Krajan atau diidentikkan
dengan kata “kerajaan” (wilayah penguasa). Hal itulah yang menjadikan
nama dukuh menjadi Krajan.
3. Aspek Demografis Desa Karangrowo
a. Jumlah Penduduk
Desa Karangrowo memiliki jumlah penduduk 7.175 jiwa, yang
terdiri atas 3.602 jumlah laki-laki dan 3.573 jumlah perempuan.
Sedangkan jumlah kepala keluarga sebanyak 1.970 KK.”!

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Desa

Penduduk Laki-laki Perempuan
Karangrowo 7.175 3.602 3.573 1.970

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Rentang Usia

, Jumlah pet/jiwa |
Usia T
Laki-laki Perempuan
0-12 Bulan - -
1-4 Tahun 338 307
5-10 Tahun 310 337

°! Format Laporan Profil Desa dan Kelurahan.., 18
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11-14 Tahun 370 336
15-19 Tahun 300 318
20-24 Tahun 370 371
25-29 Tahun 352 359
30-34 Tahun 352 329
35-39 Tahun 368 387
40-44 Tahun 317 385
45-49 Tahun 342 314
50-54 Tahun 283 229
55-59 Tahun 158 179
60-64 Tahun 146 149
65-69 Tahun 77 102
70-74 Tahun 71 101
75-lebih - -
TOTAL 4.154 4.203

Dari data tabel di atas, Masyarakat Desa Karangrowo Kecamatan
Undaan Kabupaten Kudus banyak melangsungkan akad nikah pada
rentang usia 15-24 tahun. Sedangkan dalam praktik akad nikah orang
Islam berdasarkan adat Samin dilangsungkan pada usia matang, yang
berarti sudah mampu lahir dan batin, serta tidak ada pembatasan usia
dalam melangsungkan pernikahan.

. Jumlah Mata Pencaharian Masyarakat Desa Karangrowo

Penduduk Desa Karangrowo 80% keadaan wilayah berupa areal
persawahan, sehingga mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani.
Sedangkan pekerjaan lainya meliputi Petani, Buruh Migran, PNS,

Pengrajin, Peternak, Buruh Tani, Pedagang Keliling, Perawat, Montir,



45

POLRI/TNI, Seniman, dan Karyawan Perusahaan. Adapun tabelnya
sebagai berikut:”?

Tabel 3.4
Jumlah Mata Pencaharian Masyarakat Desa Karangrowo

Fnis Pekea
Laki-laki Perempuan

Petani 1.354 -

Buruh Migran 62 87
PNS 38 6
Pengerajin Industri Rumah 4 2
Peternak 45 5

Buruh Tani 451 453
Pedagang Keliling 6 11
Perawat 1 -
Montir 8 -
POLRI/TNI 2 1
Seniman 22 -

Karyawan Perusahaan 178 221

TOTAL 2.171 885

c. Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Karangrowo
Mayoritas pendidikan masyarakat Desa Karangrowo sejak usia dini
sampai sarjana. Akan tetapi lulusan sarjana jumlahnya lebih sedikit
dibandingkan Iulusan SMP/SMA. Berikut gambaran umum tingkat
pendidikan di Desa Karangrowo:”>

Tabel 3.5
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Karangrowo

Jumlah
Laki-laki Perempuan
Usia 3-6 Tahun (Belum Masuk TK) 11 16

Tingkat Pendidikan

2 1bid., 19
% 1bid., 19
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Usia 3-6 Yahun (Masuk TK/Play Group) 110 121
Usia 7-18 Tahun (Tidak Pernah Sekolah) 9 11
Usia 7-18 Tahun (Sedang Sekolah) 830 825
Usia 18-56 Tahun (Tidak Pernah 76 56
Sekolah)
18-56 Tahun (Pernah Sekolah tetapi 5 4
Tidak Tamat)
Tamat SD/Sederajat 2.497 2.253
Tamat SMP/Sederajat 452 435
Tamat SMA/Sederajat 317 320
Tamat D-3/Sederajat 4 7
Tamat S-1/Sederajat 16 6
Tamat S-2/Sederajat 2
TOTAL 4.329 4.054

d. Perekonomi Masyarakat Desa Karangrowo

Desa Karangrowo merupakan daerah yang memiliki tanah yang
luas, terdiri dari hamparan lahan pertanian dan pekarangan. Kegiatan
ekonomi desa selama ini masih didominasi oleh sektor pertanian.
Mengingat profesi terbanyak oleh masyarakat Desa Karangrowo adalah
petani. Selain bertani, mereka juga memiliki usaha-usaha lain yang
dapat menunjang kehidupan, seperti beternak, berdagang, buruh migran,
pengerajin dan lain sebagainya. Tingkat pendapatan masyarakat Desa
Karangrowo belum seutuhnya mencukupi kebutuhan hidup karena tidak
sebanding dengan penghasilan yang didapatkan. Berikut ini tabel

ekonomi masyarakat:**

" 1bid., 47-57
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Tabel 3.6
Perekonomian Masyarakat Desa Karangrowo

Jnis Perkonomisn
Padi dan Palawija 861.860 ha
Hasil Tani 1.354 jiwa
Hasil Ternak 165 jiwa
Hasil Kerajinan 593 jiwa

e. Sumber Daya Alam dan Kondisi Topografi
Kondisi tipologi Desa Karangrowo memiliki relief daerah dataran
rendah. Desa Karangrowo termasuk di dalamnya Dusun Kaliyoso,
Dusun Ngelo dan Dusun Krajan. Dari ketiga dusun tersebut, mayoritas
sumber daya alamnya ialah lahan sawah dan tanah yang subur. Jenis
tanaman yang cukup produktif atau banyak dikembangkan ialah
tanaman padi, melon dan mangga.”
f. Sosial dan Kebudayaan Masyarakat
Dalam kehidupan masyarakat terdapat suatu aturan dan adat
istiadat mengenai berbagai ketentuan yang di dalamnya melingkupi
seluruh kegiatan masyarakat. Kebudayaan dan nilai-nilai sosial
masyarakat Desa Karangrowo masih kental dengan dilatarbelakangi oleh
beberapa kepercayaan. Budaya adalah salah satu cara hidup yang
berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang dan
diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya tersebut terbentuk dari
banyak unsur, termasuk sistem agama dan politik. Oleh karena itu, Desa

Karangrowo merupakan desa yang bersinergi dalam menjaga

% 1bid., 7



48

keberagaman serta kebersamaan. Adapun adat istiadat yang masih
dilaksanakan yaitu upacara pernikahan, upacara kelahiran anak, upacara
kematian, adat penanggulangan kemiskinan, gotong-royong, bersih desa
dan adat memulihkan hubungan antara alam dan manusia.
g. Keagamaan Masyarakat Desa Karangrowo

Dalam realitas masyarakat Desa Karangrowo memiliki beberapa
pemeluk agama maupun kepercayaan. Hal ini mendorong masyarakat
untuk saling menjaga kebersamaan dan kerukunan. Oleh karena itu,
tingkat keagamaan masyarakat Desa Karangrowo tergolong baik dilihat
dari tabel berikut:*®

Tabel 3.7
Keagamaan Masyarakat Desa Karangrowo

Agama/Kepercayaan
Islam 7.030 jiwa
Hindu I
Budha -
Kristen 76 jiwa
Kong Hu Chu -
Tionghoa -
Samin 56 jiwa

Tabel tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa agama dan
kepercayaan, akan tetapi dampak dari banyaknya agama atau kepercayaan

di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus memunculkan

% Nova Indra Kusuma, Skripsi, “Pengasuhan Anak TKW oleh Single Parent Ayah di Dukuh
Kaliyoso Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus” (Skripsi—Universitas Negeri Semarang, 2013),
62
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adanya pernikahan yang bermacam-macam, seperti khususnya orang
Islam yang melangsungkan praktik akad nikah berdasarkan adat Samin.

B. Realitas Adat Samin

1. Sejarah Samin

Dari sisi sejarah, Samin merupakan sebuah nama panggilan yang
dinisbatkan kepada seorang tokoh atau pemimpin masyarakat bernama
Samin Surosentiko. Seperti halnya Pandhawa dalam tradisi pewayangan,
Samin Surosentiko merupakan anak kedua dari lima bersaudara dari
seorang ayah bernama Raden Surowijaya. la lahir pada 1859 dengan nama
Raden Kohar di Desa Ploso Kedhiren Randublatung Kabupaten Blora Jawa
Tengah.”’

Samin Surosentiko merupakan orang biasa yang dilahirkan dari
seorang ayah yang bekerja sebagai petani, tetapi kakek buyutnya adalah
Kyai Keti dari Rajegwesi Bojonegoro yang merupakan keturunan pangeran
Kusumaning Ayu atau biasa disebut Kanjeng Pangeran Arya Kusumo
Winihayu. Sedangkan nama lainnya ialah Raden Mas Adipati
Brotodiningrat yang memerintah di Kabupaten Sumoroto. Kini Sumoroto
menjadi daerah kecil di Kabupaten Tulungagung pada tahun 108-1826.”

Raden Mas Adipati Brotodiningrat mempunyai dua orang putra. Putra

pertama bernama Raden Ronggowirjodiningrat dan putra kedua bernama

7 Mukodi dan Afid Burhanudi, Pendidikan Samin Surosentiko (Yogyakarta: Lentera
Kreasindo, 2015), 13
* Ibid., 13-14
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Raden Surowijaya. Dari garis Raden Surowijaya inilah kemudian dilahirkan
seorang anak bernama Raden Kohar atau Samin Surosentiko.”

Raden Surowijaya sejak kecil di didik orang tuanya sendiri di
lingkungan kerajaan dengan dibekali ilmu, pertihatinan, tapa brata, dan lain
sebagainya dengan maksud supaya mulia hidupnya.'® Berdasarkan sejarah,
Raden Surowijaya semasa kecil dikenal brandal (jahat). Karena Raden
Surowijaya tidak suka melihat rakyatnya sengsara dan dijajah bangsa
Belanda.'”! Lalu Raden Surowijaya bergabung dengan gerombolan
perampok untuk mencuri harta di rumah orang-orang kaya terutama orang
Belanda, kemudian hasil curiannya dibagikan kepada rakyat kecil
sedangkan sisanya dipakai untuk membiayai gerombolanya.'®> Namun,
kebiasaan itu tidak turun kepada anaknya, Raden Kohar atau Samin
Surosentiko karena lebih dikenal ramah, jujur, bahkan semangat
persatuannya sangat tinggi untuk mengusir penjajah Belanda.'"

Pada tahun 1890 Samin Surosentiko mulai mengembangkan sebuah

ajaran di Desa Klopohduwur Blora.'” Ajaran yang disebarkan ialah faham

% Ibid., 14

' Arsip, Riwayat Perjuangan Ki Samin Surosentiko (Pemerintah Kabupaten Bojonegoro,
1996), 8

! Ibid., 8-9

192 purwantini, et.al. Tradisi Lisan Suku Samin di Daerah Pedalaman Kabupaten Bojonegoro
(Su¥§13baya: Lembaga Penelitian Universitas Airlangga, 1999), 7

Ibid., 7

1% Stefanus Laksanto Utomo, Budaya Hukum Masyarakat Samin (Bandung: PT. Alumni,

2013), 191
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Saminisme, sedangkan faham tersebut dibagi menjadi dua yaitu: 1)
kebatinan Samin; 2) politik Samin.'*

Faham kebatinan Samin lebih menonjol dalam hal akad nikah (ijab
kabul), karena penyampaiannya dalam kalimat akadnya menggunakan
bahasa jawa. Seperti kalimat kabul seorang laki-laki yang berbunyi, “Wit
Jjeng nabi, kulo lanang bakal rabi tata jeneng wedok pengaran..... kukuh
demen janji’, artinya sejak zaman Nabi, saya laki-laki ingin menikahi anak
perempuan yang bernama.... sudah berjanji setia.'®® Pelaksanaan akad
tersebut sudah biasa dilakukan secara turun temurun. Dalam pernikahan
tersebut prinsip kukuh janji (kesetiaan dalam berjanji). Sedikit saja ingkar
terhadap janji itu, maka tinggallah menunggu saat-saat kehancuran rumah
tangganya.'”’

Berdasarkan pendapat Manunsarkoro (1999), faham Saminisme
dinyatakan telah musnah sejak setahun setelah Indonesia merdeka. Faham
Saminisme tersebut merupakan gerakan sosial masyarakat untuk mengusir
penjajah Belanda dari tanah Indonesia. Adapun faham yang sekarang masih
ada hanyalah sisa-sisa.'”® Salah satu persebaranya sampai kepada Desa
Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.

Menurut sebagian besar masyarakat Jawa, tokoh Samin Surosentiko ini

dipandang sebagai “frahing kusuma, rembesing madu, tutuning atapa, lan

19 Arsip, Masyarakat Samin di Jawa Timur (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1979),
43

"% Hartono, Wawancara, Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 12 Maret
2019

" Mukodi dan Afid Burhanudi, Pendidikan Samin Surosentiko..., 45

198 purwantini, et.al. 7radisi Lisan Suku Samin..., 8
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tedhaking andana warih” artinya berdarah bunga bangsa, tetesan madu,
keturunan petapa, dan dari keluarga bangsawan. Walau Samin Surosentiko
hidup dalam kesederhanaan, namun ia tetap memperlihatkan sosok yang
merakyat.'"
2. Ajaran Samin

Ajaran Samin Surosentiko dalam kehidupan masyarakat terwariskan
secara lisan berupa “roso lan rogo~ (interaksi sosial). Aspek roso
merupakan ajaran ‘dalam’ yang hanya untuk kalangan intern Samin,
sedangkan aspek “rogo” meliputi prinsip hidup yang diwujudkan dalam

sikap. Kemudian aspek “rogo” ini berpegang pada ungkapan seperti yang

dikatakan Hartono (nama disamarkan) sebagai berikut:'"°

“Wong urip kudune urap lan yen gumramah-gumremet podo
dikon nyambut gawe, dicokot lamuk esok-sore salin, dicokot klabang
esok-sore salin, sopo wonge yen ora iso nyetitekno artikel, partikel,
pengucap lan kelakuan, ttep keno sasarane yeng nyambut gawe”
artinya orang hidup harus berinteraksi sosial, hidup harus bekerja dan
memegang prinsip kesaminan.

Selain itu, ajaran lainya ialah seperti yang dikatakan Ayu (nama

disamarkan) selaku sesepuh adat sebagai berikut:'"!

“Urip iku ojo dengki lan srei, tukar padu, panesten, dawen, dahpen
kemeren, ojo pethil jumput, ojo mbedog, ojo colong” arinya hidup itu
dilarang membuat fitnah dan serakah, beradu mulut, mudah
tersinggung, mendakwa tanpa bukti, iri hati pada orang lain dan
dilarang mengambil barang orang lain, dilarang menuduh, dilarang
mencuri’

19 Mukodi dan Afid Burhanudi, Pendidikan Samin Surosentiko.., 14-15

1o Hartono, Wawancara, Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 16 Maret
2019

"' Ayu, Wawancara, Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 16 Maret 2019
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Pendidikan karakter yang diajarkan oleh Samin Surosentiko meliputi
lima hal, dan semuanya mengajarkan kepada kebaikan yaitu:''?

1. Kudu Weruh te-e dewe, maksudnya harus memahami sesuatu yang
dimiliki dirinya sendiri dan tidak memanfaatkan miliki orang lain
kecuali ada izin.

2. Lugu, artinya bila mengadakan perjanjian, transaksi atau kesediaan
dengan orang lain harus jelas dan tidak boleh ragu.

3. Mligi, yaitu menaati aturan Samin, dipegang teguh sebagai tanda
ketaatan terhadap ajaran.

4. Rukun, artinya berbuat baik kepada siapa saja.

5. Rabi siji, maksudnya seseorang harus memiliki satu pasangan hidup baik
laki-laki maupun perempuan.

Pada saat ini ajaran Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus mengalami perubahan atau pergeseran, karena hidup di
zaman yang modern. Salah satu perubahannya ialah jumlah pengikut Samin
yang berkurang, adanya penemuan baru (discovey) berupa persepsi dan
penciptaan baru tentang sesuatu yang pada dasarnya telah ada
(invention)."”” Adanya penemuan baru yang muncul di antara masyarakat
Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus salah satunya
ialah bentuk pernikahan. Adapun bentuk pernikahan tersebut meliputi

pernikahan adat, pernikahan Islam dan pernikahan campuran.

"2 Moh Rosyid, Nihilisasi Peran Negara..., 76
"> Moh Rosyid, Samin Kudus..., 214
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C. Praktik Akad Nikah Orang Islam Berdasarkan Adat Samin Desa Karangrowo
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus
1. Tahapan praktik akad nikah orang Islam berdasarkan adat Samin

Praktik akad nikah merupakan fenomena yang berkembang di
masyarakat Indonesia, Sebagaimana yang kita ketahui bangsa Indonesia
terdiri dari beberapa pulau, suku, dan bermacam kebudayaan serta tradisi.
Salah satu contoh tradisi yang berbeda dalam hal praktik akad nikah orang
Islam berdasarkan adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus.

Berkaitan dengan data atau keterangan tentang praktik akad nikah
orang Islam berdasarkan adat Samin, penulis memperoleh informasi
melalui wawancara langsung kepada tokoh Samin, perangkat desa dan
pihak terkait yang mengetahui pelaksanaan praktik akad nikah orang Islam
berdasarkan adat Samin ini yakni ijab dan kabul tidak dalam satu majelis
atau terdapat jeda waktu di antara keduanya.

Dalam pelaksanaan akad nikah yang dilangsungkan orang Islam
berdasarkan adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus ini terdapat beberapa tahapan.

a. Langkah pertama yang harus dilakukan ialah nyumuk, yaitu datangnya
orang tua (wali) mempelai laki-laki ke rumah mempelai perempuan
untuk memastikan keadaan mempelai perempuan yang ingin dinikahi.
Misalnya apakah calon mempelai perempuan masih /egan (belum punya

pasangan), apakah mempelai perempuan sudah dalam ikatan orang lain,
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apakah orang tua calon mempelai perempuan bersedia melakukan ijab
atau menyerahkan anaknya untuk dinikahi dan lain sebagainya.

Pelaksanaan nyumuk dalam adat mereka dijadikan tahap pengenalan
sekaligus memastikan bahwa mempelai perempuan benar-benar sendiri.
Artinya belum ada yang meminang. Seperti yang dikatakan oleh Abdul
(nama disamarkan) selaku pihak yang mengetahui praktik akad nikah
bahwa nyumuk merupakan tahap pengenalan dari pihak laki-laki kepada
pihak perempuan, dengan cara orang tua (wali) pihak laki-laki datang ke
rumah pihak perempuan secara langsung untuk menanyakan dan
mendengar keterangan tentang perempuan yang akan dinikahkan.
Menurutnya, nyumuk sangat penting dilakukan karena ini merupakan
adat yang biasa dilangsungkan turun temurun.'"*

Dalam tahap nyumuk ini si perempuan dapat mendengarkan
pembicaraan dari dalam rumah. Adapun posisi saat berbincang-bincang
orang tua (wali) mempelai perempuan duduk berhadapan dengan orang
tua (wali) mempelai laki-laki, kemudian keduanya saling ngobrol dan
akan disepakati, jika si perempuan masih /egan (belum punya pasangan)
maka orang tua (wali) berhak untuk memberitahukan kepada pihak laki-
laki bahwa si perempuan masih belum punya pasangan. Akan tetapi
pemberitahuanya tidak secara langsung di beritahukan. Butuh waktu
untuk dipastikan harinya sebagai bentuk balasan ucapan. biasanya butuh

waktu 1 hari atau bisa jadi sampai 1 minggu tergantung kesepakatan.

"4 Abdul, Wawancara, Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 19 Maret
2019
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Kemudian setelah nyumuk selesai, maka pihak mempelai laki-laki
kembali pulang ke rumah.

b. Langkah kedua yaitu mbalesi gunem, merupakan jawaban atau
membalas ucapan yang pernah dipertanyakan dalam tahap nyumuk.
Misalkan yang ditanyakan terkait /egan (belum ada pasangan), maka
dari pihak mempelai perempuan bisa menjawab belum atau sudah.
Masing-masing jawaban ada artinya tersendiri. Jika di jawab “belum”,
maka pihak laki-laki dapat melanjutkan dan menyatakan keinginannya
untuk menikahi si perempuan. Sebaliknya, jika di jawab “sudah”, maka
pihak laki-laki tidak bisa melanjutkan sampai ke tahap pernikahan.
Seperti dikatakan Bapak Adi selaku perangkat Desa Karangrowo
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, “mbalesi gunem iku tahap sing
biasa dilakoni, podo karo wong Islam umume sing ngelakoni ijab, cuman
sebutane wae sing bedo. Anane mbalesi gumen yo gawe pengerti yen kui
artine nyerahno. Terus iso dilanjutno akad e” artinya mbalesi gunem itu
tahapan yang biasa dilakukan, sama seperti Islam pada umumnya yaitu
melakukan ijab, hanya sebutanya saja yang berbeda. Adapun mbalesi
gunem itu sebagai bentuk penyerahan. Kemudian bisa dilanjutkan
akadnya”.'"”

Tahap mbalesi gunem ini dilakukan oleh orang tua (wali) mempelai
perempuan yang datang ke rumah mempelai laki-laki. Selain itu,

mempelai perempuan juga ikut hadir di rumah mempelai laki-laki.

"5 Adi, Wawancara, Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 19 Maret 2019
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Selain itu, mbalesi gunem juga disebut sebagai ijab. artinya, orang tua
mempelai perempuan dapat menyerahkan anaknya untuk dinikahi oleh
seorang laki-laki. Setelah proses mbalesi gunem selesai, orang tua (wali)
mempelai perempuan dipersilahkan untuk pulang ke rumahnya, akan
tetapi sebelum pulang. Mempelai laki-laki biasanya ingin secepatnya
untuk mengikat tali pernikahan. Akan tetapi harus menunggu sesuai
kesepakatan saat berbincang-bincang. Sama seperti tahap nyumuk,
biasanya 1 hari sampai 7 hari atau bahkan bisa lebih. Oleh karena itu,
dalam pertemuan tersebut disepakati hari nya untuk bisa mengikat si
perempuan itu.

. Langkah ketiga yaitu tahap mengikat atau ngendek, ialah menyatakan
keinginan mempelai laki-laki untuk mengikat seorang perempuan untuk
dinikahi. Dalam tahap ngendek ini, orang tua (wali) mempelai laki-laki
menyatakan keinginannya untuk menikahkan anaknya dan wali tersebut
tidak beragama Islam.

Tahapan ngendek tidak berbeda jauh dengan nyumuk dan mbalesi
gunem. Hanya saja perbedaanya terlatak pada keadaan di lokasi
terjadinya kesepakatan. Kesepakatan yang di maksud ialah pernyataan
saling ridha dan setuju untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Oleh
karena itu, tahapan ngendek ini mempelai laki-laki dianjurkan untuk
memberikan mas kawin kepada mempelai perempuan sebagai tali ikatan

pernikahan.
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Menurut keterangan dari narasumber, Hartono (nama disamarkan)
bahwa sebelum mas kawin diserahkan kepada mempelai perempuan,
orang tua (wali) harus memberikan pernyataan kepada pihak mempelai
perempuan. Seperti contoh berikut, “Anggonku mriki gadhah pengarep
Jjanji, rabi sepisan kanggo selawase, janji rabi kanggo anak kulo
pengaran...” artinya keperluan saya datang kesini ingin mengatakan
janji, nikah sekali untuk selamanya, janji untuk menikahkan anak saya
bernama...."'® Maksud dari kata “janji” tersebut ialah seseorang telah
melakukan ikatan perjanjian yang mengikat, sedangkan “rabi”
merupakan kata serapan bahasa jawa artinya nikah.

Setelah pernyataan itu diucapkan, maka mempelai laki-laki berhak
untuk menyerahkan mas kawin kepada mempelai perempuan. Maka
terjadilah ikatan di antara keduanya. Sebagaimana perkataan Bapak
Yanto (nama disamarkan), “ngendek iki podo karo nerimo soko keluargo
wadon ning keluargo kakung, ananing nerimo artine podo karo kabul”
artinya ngendek ini sama seperti menerima dari keluarga perempuan ke
keluarga laki-laki, menerima artinya sama seperti kabul”.""”

Kemudian setelah penyerahan mas kawin, keluarga mempelai laki-

laki memberikan seserahan berupa makanan tradisional maupun buah-

buahan. Sebagai bentuk terima kasih dan rasa syukur. Dan tahapan

""® Hartono, Wawancara, Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 18 Maret
2019

" Yanto, Wawancara, Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 14 Maret
2019
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ngendek ini ditutup dengan doa yang di wakili oleh tokoh adat atau
sesepuh masyarakat setempat.

Langkah keempat yaitu paseksen, merupakan bentuk persaksian di
hadapan banyak orang, meliputi mertua, tokoh adat dan masyarakat.
Tahap paseksen dilakukan oleh mempelai laki-laki sebagai bukti telah
diadakan akad nikah dalam bentuk ijab dan kabul yang disaksikan oleh
banyak orang. Adapun orang yang hadir dalam persaksian tidak
ditentukan batas usianya. Tidak ada kriteria khusus yang ditentukan
untuk menjadi saksi. Akan tetapi menurut Hartono selaku tokoh adat

untuk menjadi saksi harus sudah dewasa dan berakal (tidak gila).''®

2. Waktu pelaksanaan akad nikah orang Islam berdasarkan adat Samin

Praktik akad nikah orang Islam berdasarkan adat Samin dilakukan

ketikan malam hari. Hal ini disampaikan oleh Abdul (nama disamarkan),

“Miturut sipatane wong Samin, mergo yen bengi iku kanggo tatane wong,

yen rino kanggo tatane sandang pangan’, artinya waktu malam

dipergunakan untuk istirahat atau bercengkraman dengan keluarga,

sedangkan di siang hari dibuat untuk mencari nafkah.'" Berdasarkan

informasi yang di dapatkan penulis, tidak ada ketentuan jam untuk

melangsungkan akad nikah. Akan tetapi yang di maksud malam ialah

ketika sudah terlihat gelap atau matahari sudah terbenam.

13 Ibid
9 Ibid
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3. Redaksi akad nikah orang Islam berdasarkan adat Samin
Bahasa yang digunakan untuk pelaksanaan nyumuk, mbalesi gunem,
ngendek dan paseksen sesuai dengan bahasa daerah (jawa). Jadi hanya
menggunakan bahasa yang dipahami dan dimengerti menurut masyarakat
setempat Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus.
4. Ketidakikutsertaan KUA dalam praktik akad nikah orang Islam
berdasarkan adat Samin
Praktik akad nikah orang Islam berdasarkan adat Samin ini tidak ada
keterikatan dengan KUA (Kantor Urusan Agama) dalam hal pencatatan
pernikahan. Akad nikah orang Islam berdasarkan adat Samin tidak
dicatatkan di KUA (Kantor Urusan Agama) setempat dan akad nikah
tersebut dilangsungkan di hadapan keluarga serta masyarakat sekitar.
Sehingga konsekuensi yang didapatkan adalah anak yang lahir akan
mengikuti garis keturunan ibu, bukan kepada bapak. Menurut keterangan
Bapak Adi (nama disamarkan),'?® “Adat Samin biasane nganggo paseksen
wis cukup, tanpo ditulis ning KUA, tapi biasane yo ono pihak balai desa
sing melok paseksen. Gunane yo kanggo nyekseni pernah ono kawin’,
artinya adat Samin biasanya cukup menggunakan bukti persaksian sebagai
tanda telah dilangsungkan akad nikah, tanpa harus dicatatkan di KUA.

Akan tetapi, biasanya juga ada pihak balai desa yang ikut persaksian.

120 Adi, Wawancara, Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 19 Maret 2019
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121

Kemudian, Hartono (nama disamarkan), “Wiwit jaman leluhur

(adam) ngantos sakniki manungso dicipta’ake kanggo rabi, lan ngelakoni
kewajiban karo sedulure. Mulo songko niku rabi miturut adat mboten
kecatet lan mboten ngangge KUA utowo Catatan Sipil” artinya mulai
zaman leluhur yaitu Nabi Adam, sampai saat ini manusia diciptakan untuk
menikah dan menjalankan kewajiban antar sesama. Oleh karena menikah

menurut adat itu tidak dicatat dan tidak ada ikutserta KUA serta Kantor

Catatan Sipil.

121 Hartono, Wawancara, Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 16 Maret
2019



BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK AKAD NIKAH ORANG
ISLAM BERDASARKAN ADAT SAMIN DESA KARANGROWO
KECAMATAN UNDAAN KABUPATEN KUDUS

A. Praktik Akad Nikah Orang Islam Berdasarkan Adat Samin Desa Karangrowo
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus
Berfokus pada pembahasan akad nikah, penelitian ini dimaksudkan
mengkaji praktik akad nikah orang Islam yang berada di Desa Karangrowo
Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus berdasarkan adat Samin. Data
penelitian yang diperoleh di lapangan menunjukkan bahwa pernikahan tidak
hanya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, tetapi juga melestarikan
keturunan.

Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus merupakan salah
satu desa yang menjadi pusat perhatian bagi para peneliti, karena di desa
tersebut banyak terdapat adat kebiasaan seperti halnya praktik akad nikah
dalam penelitian ini. Adapun praktik akad nikah orang Islam berdasarkan adat
Samin ini meliputi nyumuk, mbalesi gunem, ngendek dan paseksen.

Nyumuk merupakan tahap pengenalan antara pihak mempelai laki-laki
dan pihak mempelai perempuan. Nyumuk ini datangnya orang tua (wali)
mempelai laki-laki ke rumah orang tua (wali) mempelai perempuan untuk
membicarakan tentang keadaan anaknya, serta memastikan atau menanyakan
sesuatu. Apakah si perempuan masih /egan (belum ada pasangan) atau sudah

punya tunangan. Akan tetapi dalam nyumuk ini, perempuan tersebut hanya

62
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bisa mendengarkan pembicaraan dari dalam rumah. Tidak dapat berbincang-
bincang secara langsung.

Menurut penulis, nyumuk ini termasuk tahapan awal yang baik dalam
praktik akad nikah karena sifatnya adalah pengenalan. Namun, alangkah
baiknya saat pengenalan terjadi, si perempuan diperkenankan untuk mengikuti
perbincangan di rumah. Setidaknya ia terlihat oleh keluarga mempelai laki-
laki. Karena hakikat dari perkenalan adalah saling kenal dan paham satu sama
lainya.

Mbalesi gunem merupakan pernyataan balasan ucapan dari pihak
mempelai perempuan kepada pihak mempelai laki-laki. Bentuk dari “ucapan”
ketika sebelum mbalesi gunem adalah pertanyaan seputar status mempelai
perempuan (ayumuk). Oleh karena itu, dalam tahap mbalesi gunem
diperuntukkan untuk pihak mempelai perempuan menjawab pertanyaan
tersebut. Posisi mempelai perempuan dalam tahapan ini berada di rumah
mempelai laki-laki. Menurut adat Samin Desa Karangrowo Kecamatan
Undaan Kabupaten Kudus mbalesi gunem dikatakan sebagai ijab karena
dalam pelaksanaanya, orang tua (wali) dari mempelai perempuan
menyerahkan anaknya untuk siap dinikahi, serta menjalin hubungan rumah
tangga. Akan tetapi jika si mempelai laki-laki ingin mengikat akad itu, maka
harus menunggu sampai waktu yang ditentukan.

Penulis dalam penelitian ini berpendapat bahwa, pelaksanaan ijab yang
dipraktikkan sudah baik, karena sebagai bentuk empati ketika di tahap awal

tidak diperkenankan mengikuti perbincangan di rumahnya sendiri. Namun,
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mempelai perempuan terkesan tidak etis ketika ia datang ke rumah mempelai
laki-laki selama belum ada ikatan sah.

Adapun ngendek merupakan bentuk peresmian akad nikah, dibarengi
dengan pemberian mas kawin oleh mempelai laki-laki. Tahap ngendek
dilakukan di hadapan orang tua (wali) mempelai perempuan dengan
menyatakan bahwa ia mengikat anak perempuanya untuk dijadikan sebagai
istinya. Selain itu, dalam tahap ngendek ini, orang tua (wali) mempelai laki-
laki menyempaikan kepada orang tua (wali) mempelai perempuan bahwa ini
merupakan bentuk persetujuan atau ridha. Dalam hal ini dikatakan sebagai
kabul.

Penulis berpendapat bahwa tahapan ngendek terkesan rumit dan
pernikahan menjadi lama. Karena tahap yang dilaksanakan tidak hanya
ngendek saja, melainkan ada nyumuk dan mbalesi gunem. Selain itu, pihak
mempelai laki-laki lebih banyak bolak-balik untuk bertemu dengan pihak
mempelai perempuan. Kemudian, penulis berpendapat bahwa proses ngendek
sama halnya tunangan, karena memberikan mas kawin. Hal itu sebagai tanda
bahwa telah dilaksanakan ikatan pernikahan.

Selain dari beberapa pendapat penulis di atas, kekhawatiran lainnya ialah
ditakutkan karena lamanya menunggu, dapat merubah perasaan seseorang
(mempelai perempuan).

Adapun tahap terakhir ialah paseksen, merupakan persaksian yang
dilakukan oleh mempelai laki-laki setelah diadakanya tahap ngendek.

Persaksian ini bertujuan untuk memberitahu masyarakat, dan tokoh adat
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bahwa telah diadakan pernikahan. Adat Samin menganggap bahwa tahap
persaksian ini yang menjadi keabsahan nikah.

Maka penulis berpandangan bahwa persaksian yang dilakukan tidaklah
efisien. Karena tahap persaksian seharusnya dapat dilakukan seketika
bersamaan dengan tahap nyumuk, mbalesi gunem, dan ngendek. Apabila
dilangsungkan bersamaan dengan tahap lainnya, maka dapat meminimalisir
masalah finansial serta akad nikah lebih mudah dilakukan.

Secara keseluruhan, ijab dan kabul yang terpisah atau terdapat jeda waktu
hanya akan berdampak buruk bagi kedua belah pihak yang ingin
melangsungkan akad nikah. Jika dipandang dari segi psikologi, terlalu banyak
menguras tenaga sehingga dapat mengurangi kesehatan para pihak yang
mengadakan akad nikah. Lalu, jika dipandang dari segi sosial, terkesan banyak
acara. Oleh karena itu, tahapan-tahapan akad nikah orang Islam berdasarkan
adat Samin ini masih dipertimbangkan keabsahannya dan harus melihat sisi
kemaslahatannya.

Pada masyarakat setempat di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus akad tersebut dilangsungkan ketika malam hari, karena
alasan-alasan tertentu yaitu malam hari merupakan waktu istirahat serta
waktu berkumpulnya keluarga.

Menurut pendapat penulis, waktu pelaksanaan akad nikah di malam hari
tidak menjadi persoalan mendasar. Akad nikah yang dilangsungkan malam
hari ini juga merupakan peristiwa yang tidak diatur dalam pernikahan artinya

tidak ada aturan hukum tetap dalam melangsungkan akad nikah. Kelebihan
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dari praktik akad berdasarkan adat Samin ialah prosesnya dilaksanakan sesuai
kondisi keluarga yaitu ketika malam hari keluarga berkumpul dirumah dan
istirahat. Adapun kekurangan dari praktik akad nikah berdasarkan adat Samin
tersebut ialah dilangsungkan dalam waktu yang berbeda, artinya ijab dan
kabul terpisah.

Praktik akad nikah orang Islam berdasarkan adat Samin di Desa
Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus juga tidak
mengikutsertakan KUA dalam pencatatan pernikahanya. Akan tetapi dalam
praktiknya, peran KUA digantikan dengan hadirkan para pihak yang
berwenang di desa tersebut, seperti perangkat desa atau tokoh adat (sesepuh
adat). Kehadiran dari perwakilan perangkat desa atau tokoh adat tersebut
untuk menjadi saksi atas peristiwa akad yang berlangsung. Selain itu,
biasanya seckretaris desa mencatatkan laporan yang disampaikan oleh
perwakilan tadi yang menjadi saksi akad dan sebagai data kependudukan
bahwa telah dilangsungkan sebuah pernikahan.

Selain itu, menurut Kepala Desa Karangrowo'>* bahwa pelaksanaan akad
nikah berdasarkan adat Samin Desa Karangrowo Kecamatan Undaan
Kabupaten Kudus merupakan suatu peristiwa yang sangat sedikit bahkan bisa
dihitung jari (sangat sedikit). Praktik akad nikah berdasarkan adat Samin
dilakukan karena dianggap lebih cepat akan tetapi menurut Pasal 2 ayat (1)
Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sudah dijelaskan bahwa

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing

122 Yanto, Wawancara, Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 16 Maret
2019
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agamanya dan kepercayaanya itu”. Ketentuan tersebut yang kebanyakan
masyarakat kurang memahaminya. Dan ketika seseorang melangsungkan akad
nikah orang Islam berdasarkan adat Samin, dikhawatirkan akan
menghilangkan syarat dan rukun nikah.

123 bahwa

Penjelasan lainya ialah dari Perangkat Desa (nama disamarkan)
pernikahan yang dilangsungkan orang Islam berdasarkan adat Samin tersebut
tidak memenuhi syarat akad nikah, seperti disebutkan dalam Kompilasi
Hukum Islam (KHI) yang berbunyi “ljab dan kabul antara wali dan calon
mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu”.'** Kemudian
menurut hukum negara tidaklah sah karena tidak dicatatakan di KUA (Kantor
Urusan Agama). Keberlangsungan praktik akad nikah orang Islam berdasarkan
adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus ini
oleh masyarakat masih sangat sedikit karena dinilai kurang etis.

Menurut penulis, ketidakikutsertaan peran KUA dalam mencatatkan hasil
akad nikah justru menjadi persoalan dikemudian hari, karena dalam
pernikahan seharusnya memang harus dicatatkan untuk menaati aturan hukum
yang berlaku di Indonesia, selain itu pencatatan juga bertujuan untuk menjaga

dari kesalahan data atas peristiwa akad yang telah dilangsungkan dan melihat

sisi maslahatnya.

128 Adi, Wawancara, Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus, 19 Maret 2019
124 pasal 27 Kompilasi Hukum Islam
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B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Nikah Orang Islam
Berdasarkan Adat Samin Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten
Kudus

Akad nikah adalah perjanjian mengikat antara seorang laki-laki dan
seorang perempuan untuk melangsungkan suatu pernikahan dalam bentuk ijab
dan kabul. Ijab merupakan penyerahan pihak pertama untuk membangun
rumah tangga. Kabul ialah penerimaan pihak kedua untuk menyetakan setuju
atau ridha.

Dalam penelitian ini, praktik akad nikah orang Islam berdasarkan adat
Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus
melangsungkan ijab dan kabul secara terpisah, artinya tidak dalam satu
majelis dan terdapat jeda waktu. Padahal telah disampaikan oleh banyak
ulama bahwa ijab dan kabul harus dilangsungkan dalam satu majelis. Selain
itu, akad nikah disyaratkan bersambung, artinya tidak ada jeda waktu.
Walaupun ada jeda waktu, hanyalah sebentar dan tidak diselingi dengan
perkataan lain yang dapat merusak akad. Oleh sebab itu, akad nikah orang
Islam berdasarkan adat Samin tersebut dinilai tidak sah.

Jumhur ulama sepakat bahwa pelaksanaan ijab dan kabul mensyaratkan
untuk dilakukan dalam satu majelis dan mensyaratkan tidak ada jeda waktu.'®
Jika ijab dan kabul tersebut dilangsungkan dalam majelis yang berbeda maka
akad belum terlaksana. Artinya salah satu diantara mereka menyampaikan ijab
kemudian yang lain berdiri atau meninggalkan majelis sebelum kabul, maka

tidak sah akad nikahnya.

125 \Wahbah Zuhaili, Fikih Islam.., 56
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Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa para ulama sepakat

mensyaratkan satu majelis dalam melaksanakan ijab dan kabul.}*® Dengan

demikian apabila ijab dan kabul tidak dilaksanakan dalam satu majelis, maka

akad nikah dianggap tidak sah. Para ulama terbagi dalam dua kelompok dalam

menafsirkan ittihad al-majlts (satu majelis) sebagai berikut:

127

c) Pendapat pertama, yang dimaksud dengan ittihad al-majlis adalah bahwa

ijab dan kabul harus dilakukan dalam satu waktu saat upacara akad nikah,
bukan dilaksanakan dalam waktu yang terpisah. Dalam hal yang disebut
terakhir ini meskipun dua acara berturut-turut secara terpisah bisa jadi
dilakukan dalam satu tempat yang sama, namun jika tetap ada
kesinambungan antara ijab dan kabul, atau antara ijab dan kabul itu terputus,
maka hukum akad nikah tersebut tidak sah menurut hukum perkawinan
Islam. Dengan demikian adanya persyaratan satu majelis berhubungan
dengan keharusan kesinambungan waktu antara ijab dan kabul, bukan
menyangkut kesatuan tempat. Meskipun tempatnya dalam satu majelis,
tetapi apabila dilakukan dalam dua waktu atau dua acara yang terpisah,
maka kesinambungan antara ijab dan kabul sudah tidak terwujud, sehingga
akad nikanya dipandang tidak sah.

Sayid Sabiq menjelaskan arti satu majelis dalam melaksanakan akad

nikah yang menekankan pada pengertian tidak boleh terputusnya antara ijab

126 Abdurahman al-Jaziri, al-Figh Ala Mazahibul Arba’ah (Lebanon Beirut: Darul Fikri, 1990),

243

127 satria Efendi M. Zain, Priblematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta:
Prenada Media, 2004), 4
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dan kabul. Jika ijab dan kabul tersebut dilangsungkan dalam majelis yang
berbeda maka akad belum terlaksana. Artinya salah satu diantara mereka
menyampaikan ijab kemudian yang lain berdiri atau meninggalkan majelis
sebelum kabul, maka tidak sah akad nikahnya. Misalnya pihak perempuan
berkata, “aku nikahkan kamu dengan diriku” atau seorang wali berkata,
“aku nikahkan kamu dengan putriku” lantas pihak laki-laki berdiri sebelum
mengucapkan kata kabul atau menyibukkan diri dengan perbuatan yang
menunjukkan berpaling dari majelis, kemudian setelah itu baru
mengatakan, “aku menerima”, maka akad tersebut tidak sah menurut ulama
Hanafiyyah.'*® Hal ini menunjukkan bahwa sedikit merubah posisi saja
dapat merubah majelis. Demikian pula sebaliknya, pihak pertama yang
mengatakan ijab. Apabila pihak pertama setelah mengucapkan ijab
meninggalkan majelis atau tidak ada dalam majelis, kemudian pihak kedua
mengucapkan kabul maka akad tersebut tidaklah sah.

Ulama Hanafiyyah memberikan contoh, “aku nikahkan kamu dengan
diriku” atau seorang wali berkata, “aku nikahkan kamu dengan puteriku”
lantas pihak laki-laki berdiri sebelum mengucapkan kata kabul atau
menyibukkan diri dengan perbuatan yang menunjukkan berpaling dari
majelis, kemudian setelah itu baru mengatakan, “aku menerima”, maka
akad tersebut tidak sah menurut ulama Hanafiyyah.'* Hal ini menunjukkan

bahwa sedikit merubah posisi saja dapat merubah majelis.

128 \Wahbah Zuhaili, Fikih Islam..,56
129 1hid., 56
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Demikian pula sebaliknya, pihak pertama yang mengatakan ijab.
Apabila pihak pertama setelah mengucapkan ijab meninggalkan majelis
atau tidak ada dalam majelis, kemudian pihak kedua mengucapkan kabul
maka akad tersebut tidaklah sah.

Sedangkan ulama Malikiyah membolehkan tenggang waktu sebentar
antara ijab dan kabul."*® Hal ini tertulis pula dalam kitab a/-Mughni, bila
ada waktu antara ijab dan kabul, maka hukumnya tetap sah. Apalagi dalam
majelis tidak diselingi dengan sesuatu yang menggangu akad nikah. "'’

Menurut ulama Syafi’iyah mengatakan “disyaratkan supaya jeda
waktu antara ijab dan kabul tidak lama dalam majelis akad, atau
disegerakan. Jika terdapat jeda yang lama maka akan dapat merusak akad”.
Hal ini menandakan bahwa satu majelis merupakan tempat yang
dilangsungkanya akad nikah. Selain itu, apabila terdapat perkataan lain
diantara kalimat ijab dan kalimat kabul dapat merusak akad, sekalipun itu
diucapkakn dengan sebentar dan kedua belah pihak masih dalam majelis
akad."’” Andai kata itu diselingi khutbah oleh si wali, misalnya “saya
kawinkan” lalu mempelai laki-laki menjawab, “bismillah, alhamdulillazh
wassalatu wassalamu al@ rosulillah, saya terima akad nikahnya”, dalam
hal ini ada dua pendapat.'*

Pertama, Syekh Abu Hamid Asfarayini berpendapat sah karena

khutbah dan akad nikah diperintahkan agama, dan perbuatan itu bukan

130 slamet Abidin dan Aminudin, Fikih Munakahat.., 80
131 \Wahbah Zuhaili, Fikih Islam.., 79

132 |pid., 57

133 5lamet Abidin dan Aminudin, Fikih Munakahat., 82
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merupakan penghalang bagi sahnya akad nikah, seperti orang yang
bertayamum antara dua sholat yang dijamak.

Kedua, tidak sah, sebab memisahkan antara ijab dan kabul
sebagaimana hanya kalau antara ijab dan kabul itu dipisahkan hal-hal lain
di luar khutbah, seperti berdiam sejenak.'*

Dalam pelaksanaan ijab dan kabul harus menggunakan kalimat yang
mudah dipahami oleh masing-masing pihak yang melangsungkan akad
nikah. Dan pernyataan yang timbul dari kedua belah pihak dapat
menggunakan kalimat atau lisan.'”> Sedangkan apabila tidak mampu
menggunakan lisan karena suatu halangan, seorang yang melangsungkan
akad nikah dapat dilakukan menggunakan isyarat.'*® Pendapat ini diperkuat
oleh Ibnu Taimiyah bahwa ikatan nikah bisa terjalin dengan ungkapan yang
bermakna nikah dengan kalimat dan bahasa apapun.’’ Dengan catatan
ungkapan yang disampaikan menunjukkan maksud untuk menikah tanpa

adanya ketidakjelasan.'*®

Ulama Hanafiyyah mengatakan bahwa “majelis
akad adalah majelis pembacaan tulisan atau mendengar perkataan suatu
utusan di depan para saksi”. Kemudian jika tulisan tersebut tidak dibacakan

atau perkataan utusan tidak didengarkan maka akad nikah tidak sah, itu

karena adanya syarat persaksian di dalam kedua sighat ijab dan kabul."*’

* Ibid., 82

'3 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat..., 73

136 Neng Djubaedah, Pencatatan.., 115

37 Mohammad Fauzil Adhim, Mencapai Pernikahan.., 27

138 Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, Ringkasan Fikih.., 449
139 \Wahbah zuhaili, Fikih Islam..,57



73

Selain itu, apabila sebelum dilakukan ijab telah berpisah, maka ijabnya
batal karena makna ijab disini telah hilang. Sebab menghalangi bisa
dilakukan oleh pihak laki-laki dengan jalan berpisah diri, sehingga tidak
terlaksana kabul. Begitu juga kalau keduanya sibuk dengan sesuatu yang
mengakibatkan terputusnya ijab dan kabul, maka ijabnya batal lantaran

upacara kabulnya hilang.'*

9 Pendapat kedua, mengatakan bahwa satu majelis disyaratkan bukan saja

untuk menjamin kesinambungan antara ijab dan kabul semata, akan tetapi
erat hubunganya dengan tugas dua orang saksi. Saksi harus melihat dengan
mata kepalanya sendiri bahwa ijab dan kabul itu betul-betul diucapkan
oleh kedua orang yang melakukan akad. Pendapat kedua ini lebih tegas
menyatakan bahwa keabsahan ijab dan kabul, baik dari redaksinya
maupun dari segi kepastian adalah benar-benar diucapkan oleh kedua
belah pihak yang melakukan akad.'*

Dikalangan ulama fikih menyatakan bahwa ungkapan ijab kabul tidak
terikat pada satu bahasa saja. Dalam pelaksanaanya dapat menggunakan
kalimat apapun asalkan mengandung pengertian rasa saling ridha dan
setuju, misalnya “saya terima, setuju, saya laksanakan dan sebagainya”.'*

Maksud dari pihak calon mempelai perempuan ialah wali. Seorang

perempuan dalam melangusngkan pernikahan diharuskan ada wali.

140 H
Ibid., 57
141 sadiani, Menggagas Pembaharuan Hukum Perkawinan di Indonesia (Kalimantan:
Intimedia, 2008), 24
2 Slamet Abidin dan Aminuddin, Fikih Munakahat...,74
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Sedangkan mempelai laki-laki berhak untuk melangsungkan kabulnya
sendiri secara pribadi.
Dalam hadith diriwayatkan dari ‘Aisyah:'*

-

el G55 s o)) e 5SS

o\
X
A%

No
g
o

Setiap perempuan yang menikah tanpa izin walinya maka
nikahnya batal.

Menurut pendapat mazhab Maliki, Syafi’i dan Hambali, pernikahan
seorang perempuan tidak sah, kecuali dengan adanya wali.'** Adapun
pendapat Imam Hanafi, adanya wali hukumnya sunnah. Tidak ada
perwalian selain wali mujbir, yaitu wali yang berhak untuk menikahkan
anak atau cucu perempuan yang masih perawan atau tanpa harus meminta
ijin perempuan tersebut. Selain itu, syarat menjadi wali adalah merdeka,
berakal, baligh dan beragama Islam. Maka dari itu budak, orang gila, anak
kecil tidak berhak menjadi wali, sebab ketiga orang ini tidak memiliki hak
perwalian untuk diri sendiri, sehingga tidak bisa memberikan perwalian
kepada orang lain. Jika pihak yang diberi perwalian muslim maka pihak
wali harus muslim pula, non muslim tidak boleh menjadi wali bagi

muslim.'

Dalam penelitian ini, akad nikah orang Islam berdasarkan adat
Samin dinyatakan tidak sah, karena praktik kabulnya diwakilkan oleh wali

yang tidak beragama Islam.

3 Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan
Agama, dan Zakat menurut Hukum Islam (Jakarta:Sinar Grafika,1995), 3

'4* Wahbah Zuhaili, Fikih Islam..,182

1% Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, Ringkasan Fikih.., 484



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berangkat dari permasalahan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya,
maka dapat disimpulkan antara lain:

1. Praktik akad nikah orang Islam berdasarkan adat Samin di Desa
Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus dilaksanakan melalui
tiga tahapan, yaitu tahap nyumuk, mbalesi gunem, ngendek, dan paseksen.
Nyumuk adalah tahap pengenalan dari pihak mempelai laki-laki kepada
mempelai perempuan sekaligus memastikan mempelai perempuan belum
memiliki pasangan. Lalu tahap mbalesi gunem adalah jawaban atas nyumuk
sekaligus menyerahkan anak perempuan kepada mempelai laki-laki, atau
yang bisa disamakan dengan ijab. Kemudian ngendek adalah pernyataan
setuju atau ridha oleh pihak mempelai laki-laki untuk mengikat seorang
perempuan yang ingin dinikahi atau yang bisa disamakan dengan kabul.
Paseksen adalah tahap persaksian di hadapan masyarakat sebagai tanda
pernah dilaksanakan akad nikah.

2. Analisis hukum Islam terhadap praktik akad nikah orang Islam berdasarkan
adat Samin di Desa Karangrowo Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus
menunjukkan bahwa pelaksanaan ijab dan kabul tidak sesuai dengan syarat
akad nikah, yaitu a) ijab dan kabul tidak sah, karena tidak dalam satu
majelis atau terdapat jeda waktu; b) pelaksanaan kabul tidak sah, karena

diwakilkan oleh orang tua (wali) yang tidak beragama Islam.

75
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B. Saran

1. Disarankan bagi masyarakat setempat Desa Karangrowo Kecamatan
Undaan Kabupaten Kudus yang melangsungkan akad nikah lebih
memperhatikan aturan syara’ sesuai dengan hukum Islam. Karena
berdasarkan ijtihad ulama peraturan dibuat untuk menjaga dan melestarikan
kehidupan yang baik.

2. Disarankan kepada para pihak yang berwenang supaya memperhatikan
dengan benar praktik pelaksanaan akad nikah di masyarakat, supaya dapat
terkontrol dan sesuai prosedur yang berlaku, serta tidak bertentangan

dengan hukum syara’.
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